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Beras miskin (Raskin) adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat 

yang miskin dan rawan pangan agar mereka dapat beras murah untuk mengurangi 

beban kebutuhan rumah tangga. Masyarakat Desa/Gampong Hulu adalah 

mayoritas masyarakat perkebunan dan persawahan maka hal tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kebutuhan rumah tangganya. Dari hasil 

perkebunan dan persawahan kadang terjadi perubahan faktor cuaca yang tidak 

menentu dan tidak memungkinkan akan mengakibatkan pendapatan ekonomi 

menurun. Pendistribusian Raskin di Desa/Gampong Hulu tidak sepenuhnya 

sesuai dengan konsep distribusi dalam perspektif fiqh muamalah dan al-maslahah 

terutama pada konsep keadilan. Adapun rumusan masalah yaitu : Bagaimana 

pendistribusian beras miskin (Raskin) yang dilakukan oleh pihak kantor Keuchik 

Kecamatan Tapaktuan?. Bagaimana tinjauan fiqh muammalah terhadap sistem 

pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa/Gampong Hulu Kecamatan 

Tapaktuan?. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, langsung ke lokasi untuk 

mendapatkan informasi yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 

dalam pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa/Gampong Hulu Kecamatan 

tapaktuan, dalam pembagian Raskin dibagi tidak merata dimana tidak semua 

masyarakat menikmati Raskin dan ada faktor-faktor sehingga terjadi 

pendistribusian raskin dibagi tidak merata  yaitu sulitnya menentukan masyarakat 

miskin, budaya kebersamaan, kecemburuan sosial, kebiasaan, kurang sosialisai 

dan informasi. Masyarakat di Desa/Gampong Hulu masih menjunjung tinggi nilai 

kebersamaan adat-istiadat sehingga sulitnya menentukan masyarakat miskin, 

maka dalam pelaksanaan pembagian Raskin di Desa/Gampong Hulu Kecamatan 

Tapaktuan masih belum sesuai dengan fiqh muammlah terutama dalam 

pendistribusian Raskin dengan menggunakan kensep al-maslahah dimana Raskin 

harus tepat sasaran dan harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh 

pemerintah.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilam 

Bangkan 

 ṭ ط 16 
t dengan titik 

di bawahnya 

 ẓ ظ B  17 ب 2
z dengan titik 

di bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
  g غ 19

  f ف J  20 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 q ق 21

 

  k ك Kh  22 خ 7

  l ل D  23 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 m م 24

 

  n ن R  25 ر 10

  w و Z  26 ز 11

  h ه S  27 س 12

  ’ ء  Sy  28 ش 13



 
 

x 

 

 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 y ي 29

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 

    

  

2. Konsonan  

 Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf  Latin 

 
 
َ Fatḥah a 

  َ  Kasrah i 

 
 
َ Dhammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 ي
 
َ Fatḥah dan ya ai 

 و 
 
َ Fatḥah dan wau au 

Contoh: 

 haula : هول  kaifa : كيف 

 

 



 
 

xi 

 

3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ا/ ي 
 
َ Fatḥahdan alif atau ya ā 

ي  َ  Kasrah dan ya ī 

ي
 
َ Dammah dan wau ū 

 

Contoh: 

ال  
 
 qāla : ق

م    ramā : ر 

يْل    qīla : ق 

وْل  
 
ق
 
 yaqūlu : ي

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah( ة) diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh:  

الْ 
 
ف
ْ
ط
 
لا
ْ
 ا
 
ة
 
وْض  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 
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 ا

ْ
ة ر  وَّ

 
ن م 
ْ
 ال
 
ة
 
ن
ْ
ي د 
م 
ْ
ل  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  

Munawwarah  

 
ْ
ة
 
ح
ْ
ل
 
 Ṭalḥah : ط

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi,seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis 

sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan 

Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak 

ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan 

masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Lebih dari itu, 

kemiskinan telah menjadi gejala Universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah 

yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak 

lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan kata lain 

“Kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam 

hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan solusi-ekonomi semakin 

mencuat ke permukaan”. 1 

Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program 

Raskin) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun 

vertikal,untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang 

berpendapatan rendah. Secara horizontal semua kementerian/lembaga (K/L) yang 

terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, 

sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh 

karena itu,peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas 

program raskin. 

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 

1998.Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk 

memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar 

Khusus(OPK). Pada tahun 2001 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan 

menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu 

kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu program menjadi 

 
1 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam, (Jakarta: Erlangga, 

2009), hlm. 205. 
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populer dengan sebutan program raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat 

miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi program subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran 

program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan 

atau hampir miskin.2 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Bahwa raskin 

merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang 

diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan. 

Salah satu program nasional dalam program bantuan sosial langsung 

kepada masyarakat adalah pemberian beras untuk keluarga miskin (raskin) untuk 

masyarakat miskin. Kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi 

kelompok masyarakat miskin ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan yang menjadi hak setiap warga Negara. Raskin merupakan subsidi pangan 

dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan 

rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan 

memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. 

Layaknya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada 

umumnya,penyaluran raskin pada masyarakat memiliki banyak masalah dan 

tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi 

didalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai pedoman yang 

ada dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umum yang 

dihadapi diantaranya terhambatnya penyaluran, harga yang tidak sesuai aturan, 

dan berbagai persoalan lainnya. 

 
2 Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

2015, Kata Pengantar, hlm. V. 
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Setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki indikator keberhasilan 

dalam pelaksanaannya. Pada program raskin, keberhasilan pelaksanaannya diukur 

berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam tepat (6T), yaitu: tepat sasaran, 

tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. 

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga 

Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam 

bentuk beras. Sasaran Program Raskin Tahun 2012 adalah berkurangnya beban 

pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan 

pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 

Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus 

Rp1,600/kg. 

Kemiskinan yang terjadi mempunya dampak dari banyak aspek kehidupan 

lainnya, diantaranya adalah stabilitas keamanan Negara. Kemiskinan dalam 

Bahasa arab “Faqru” yang menurut Bahasa memiliki makna “ihtiyaj” 

(membutuhkan) dan orang yang membutuhkan disebut dengan “faqir”. 

Sedangkan menurut istilah syara, faqir bermakna sebagai orang membutuhkan 

dan lemah keadaanya serta tidak bisa diminta apa-apa. Islam memerintahkan 

kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin.  

Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus 

ditaati dan diikuti  oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur’an dan 

As-sunnah serta ijma’ sahabat.3 Hukum islam dala hal ini lebih spesifik pada 

hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesame manusia, yakni Fiqh 

Muammalah. Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, 

tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha meletakan nilai-nilai 

ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh manusia dibangun dengan etika, nilai materialisme dan 

spiritualisme.Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga 

 
3 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh ( Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 51 
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sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.4 Wakid Yusuf menyatakan bahwa 

sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki dalam hal pendistribusian 

harus berdasarkan dua sendi, yaitu: kebebasan dan keadilan kepemilikan.5 

Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai 

dengannilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis 

yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan 

bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai 

keseimbanganantara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya. Keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dalam 

Alqur’an agar harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang 

beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi 

kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. 

Provinsi Aceh yang masih menjadi provinsi dengan persentase penduduk 

miskin tertinggi se-Sumatera pada September 2019 menjadi bahasan banyak 

kalangan. Bahkan pemerintah daerah melalui plt.Gubernur Aceh berencana 

menggandeng pengaruh tinggi setempat guna mengukur tingkat kemiskinan dan 

akan dijadikan pembanding data kemiskinan yang dikeluarkan BPS. Aceh masih 

menempati provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam se-Indonesia per 

September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau 

15,01 persen.  

Oleh sebab itu dalam merealisasikan raskin kepada masyarakat harus 

sejalan dengan fiqih mualamah yaitu harus sesuai dengan ajaran Islam 

berdasarkan pada Al-Qur’an dan hadist.  Pendistribusian raskin kepada 

masyarakat pra sejahtera, sudah diatur dalam peraturan pemerintah yaitu 

15kg/rumah tangga miskin/bulan. Oleh sebab itu apabila kurang dari15kg/rumah 

 
4Sulaiman Rajid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013), hlm 278 
5 Wakid Yusuf, Penghantar Ekonomi Islam (Pendekatan Islam Terhadap Masalah 

Ekonomi) hlm 24 
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tangga miskin/bulan berarti sudah melanggar ajaran Islam karenamenguarangi 

timbangan, hal ini bertentangan dengan syari’ah Islam. 

Selain, pembagian beras harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan 

15kg/rumah tangga miskin/bulan, pembagian raskin harus dilakukan terhadap 

yang berhak, yaitu kepada masyarakat miskin (pra sejahtera). Apabila 

raskindiberikan kepada masyarakat yang tergolong tidak miskin, berarti 

melanggaraturan yang telah ditetapkan Pemerintah dan tidak sesuai dengan 

hukum Islam. 

Dalam pembagian raskin harus sesuai dengan apa yang telah diatur 

sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 

Tahun 2016, pada ketentuan umum disebutkan bahwa :    

1. Kualitas beras subsidi adalah beras medium hasil pengadaan perum Bulog 

dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50kg/karung. 

2. Rumah tangga sasaran penerima manfaat program subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah (RTS-PM subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah) adalah rumah tangga yang berhak menerima beras 

dari program subsidi, bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yaitu 

rumah tangga yang terdapat dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat). 

Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

3. Titik bagi (TB) oleh RTS-PM setempat. 

Pedoman pembagian raskin sangat jelas dalam peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah. Namun dalam realisasinya sering kali terjadi penyimpangan 

yaitu masyarakat berpendapatan rendah justru tidak mendapatkan 

bantuan, masyarakat yang bukan golongan berpenghasilan rendah justru 

mendapatkan jatah raskin. Hal ini berarti terjadi kezaliman, dimana hak 

orang yang tidak mampu dialihkan kepada orang yang mampu dan Allah 

Swt sangat membenci kezaliman. 
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Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Hukum 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Pada poin C daftar 

penerima manfaat atau (DPM).6 

1. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah sumber dari DPM sesuai 

dengan mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah. 

2. Musdes/Muskel akan diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada 

DPM subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

3. Melalui Musdes/Muskel ditetapkan rumah tangga yang diganti dan rumah 

tangga pengganti.  

4. Bagi RTS-PM subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan renda tunggal 

yang sudah meninggal, pindah alamat keluar desa, atau kelurahan/atau 

pemerintah setingkat atau dinilai tidak layak sebagai penerima subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah, maka akan digantikan oleh rumah 

tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. RTS-PM 

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang kepala rumah 

tangganya meninggal maka rumah tangga tersebut memperoleh haknya. 

5. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 

4 (empat) diatas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang 

memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia 

sekolah, lansia, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik 

rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak 

tetap.  

 
6 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah. 
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6. Daftar akhir RTS-PM subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, 

termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan kedalam 

DPM-1.  

7. Setelah DPM-1 dihasilkan, penyaluran beras subsidi bagi masyarakat 

berpendapatan rendah dapat langsung dilakukan.  

8. Hal-hal yang lebih spesifik terkait DPM subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapat rendah diatur dalam juknis.  

Ada beberapa mekanisme RASKIN yaitu: Pembuatan panduan pelaksaan 

program Raskin, penetapan pagu Raskin, perubahan daftar penerima manfaat 

(DPM), peluncuran dan sosialisai program Raskin, pemantauan dan evaluasi, 

pelaksanaan penyaluran Raskin sampai titik distribusi, pelaksanaan penyaluran 

Raskin sampai titik distribusi (TD), pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik 

distribusi (TD) ke titik bantuan (TB), penyaluran Raskin dari titik bantuan (TB) 

ke kader pembangunan manusia (KPM), pembayaran harga tebus Raskin (HTR), 

dan pembiayaan. 

 Dalam penelitian awal yang penulis lakukan terdapat beberapa 

permasalahan yang diangkat dari kinerja pegawai kelurahan kecamatan 

Tapaktuan dalam pendistribusian raskin adalah:  

Untuk tempat sasaran belum semuanya sesuai yang diharapkan, tempat jumlah 

tidak dapat dipenuhi, karena jumlah yang seharusnya 15 kg/KK tetapi tidak 

diberikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan misalnya pihak kelurahan hanya 

membagi dibawah dari 15 kg tersebut. Hal tersebut akibat dari semakin 

menurunnya kuota pembagian beras pada setiap wilayah dari tahun ketahun. 

 Untuk sarana penyaluran bantuan, pengambilan beras dari kantor Camat 

ke Kantor Keuchik yang masih menjadi halangan dari kinerja aparatur Gampong 

untuk sarana pengangkutan beras tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala desa. 

 Untuk ketepatan waktu masih sering tidak tercapai, tidak tepat waktu 

dikarenakan sangat bergantung pada pihak bulog yang tidak secara rutin 

membagikan raskin pada masyarakat setiap bulannya, juga tempat kualitas masih 
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belum tercapai, karena kualitas beras yang dibagikan masih di bawah standar 

kelayakan untuk dikonsumsi masyarakat. 

 Dapat diketahui pelaksanaan program raskin sudah dibentuk setiap tim 

dalam tingkatan nya, dan sudah ada yang mengatur dari tingkatan yang paling 

tinggi pihak kelurahan hanya memproses apa yang disampaikan dari pihak 

pemerintah tetapi dalam penyaluran nya masih dibantu oleh koordinator dari 

aparatur gampong tersebut, guna untuk mempercepat penyaluran beras miskin. 

 Keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan program beras miskin suatu 

kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mencapai tujuan yang 

diharapkan, disetiap pelaksanaan ada aktor-aktor pelaksanaan dalam kebijakan 

atau program dapat berupa individu atau kelompok. 

 Program Raskin sudah dibentuk dalam tim di setiap tingkatnya, dan tidak 

adanya pihak swasta yang membantu dalam penyaluran beras miskin yang 

dibantu koordinator aparatur gampong yang berada di kecamatan Tapaktuan 

sehingga mudah dalam penyaluran beras miskin ke rumah tangga sasaran.  

 Bukti dari pelanggaran pendistribusian Raskin di Desa/Gampong Hulu 

kecamatan Tapaktuan, ada warga yang mampu atau yang sudah berkecukupan 

mendapatkan jatah beras atau turut membeli beras untuk orang miskin. Hasil dari 

wawancara salah satu warga yang mendapatkan Raskin. Dengan adanya 

pembagian raskin oleh aparatur gampong yang tidak sesuai dengan aturan, maka 

akan terjadinya penggelembungan jatah KK penerima manfaat sehingga 

menghantarkan pada target parameter ketepatan sasaran. Dengan kata lain, bahwa 

beras yang dibagikan oleh kecamatan melalui petugas belum sepenuhnya 

menyentuh sasaran yang terdaftar dalam daftar masyarakat miskin penerima 

raskin. Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam 
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bidang ekonomi salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam 

pendistribusian harta, baik dalam kehidupan masyarakat maupun individu.7 

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam 

islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan 

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan pendistribusian bertujuan 

untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Islam 

mengarahkan mekanisme muammalah antara produsen dan konsumen agar tidak 

ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidak seimbangan distribusi 

kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.  

Jadi permasalahan diatas maka penulis dapat mengangkat permasalahan 

yang berjudul, “Analisis Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan 

Tapaktuan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Kemukiman 

Hilir Kecamatan Tapaktuan).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang ada diatas, maka 

dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah prosedur pendistribusian beras miskin (raskin) yang 

dilakukan oleh pihak kantor keuchik kecamatan Tapaktuan? 

2. Bagaimanakah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap prosedur pendistribusian 

beras miskin (raskin) di Desa/Gampong Hulu Kecamatan Tapaktuan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang ada diatas, maka yang 

menjadi tujuan penelitiannya adalah: 

 
7 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 

2010), hlm. 119. 
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1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pendistribusian beras miskin 

(raskin) yang dilakukan oleh pihak kantor keuchik kecamatan Tapaktuan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dengan prosedur 

pendistribusian beras miskin (raskin) di kecamatan Tapaktuan. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang meliputi: mencari, membaca, 

dan menelaah laporan-laporan penelitian bahan kepustakaan yang memuat teori-

teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian mengenai 

analisis pendistribusian beras raskin yang ditinjau menurut fiqh muamalah ini 

sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan merupakan kajian yang 

menarik dan pembahasan ini dapat ditemukan dalam beberapa literatur baik dalam 

buku-buku atau kajian ulama kontemporer.  

Ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti 

lakukan diantaranya: "Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Miskin Desa Tinggimae Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa)”, yang disusun oleh Ika Irmayanti pada tahun 

2018.8Pada permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui system 

pendistribusian beras miskin dalam perspektif Ekonomi Islam. Sementara 

tinjauan ekonomi islam dalam sistem pendistribusian raskin di Desa tinggimae 

tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam ekonomi islam karena terdapat unsur 

ketidakadilan dan pemerataan dalam pendistribusian raskin kepada masyarakat 

kurang mampu di desa Tinggimae.  

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Ika Irmayanti, dapat diketahui 

perbedaan dengan kajian yang akan penulis lakukan tentang Analisis 

pendistribusian beras miskin (raskin) dalam perspektif fiqh muammalah, 

 
8.Ika Irmayanti, “Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Masyarakat Miskin Desa Tinggimae Kecamatan)”, skripsi, (Makassar: Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018). 
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sedangkan kajian Ika Irmayanti mengkaji tentang ekonomi islam terhadap 

pendistribusia raskin. 

Selanjutnya skripsi yang berjudul, “Evaluasi Dampak Pendistribusian 

Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di Desa Mumbulsari 

Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”,yang disusun oleh Boddy 

Hermawan pada tahun 2014.9 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak 

pendistribusian beras untuk keluarga miskin (raskin) terhadap masyarakat 

penerima raskin di desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember. 

Evaluasi ditujukan untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan serta mengetahui 

apakah telah meraih dampak yang diinginkan, baik dampak positif maupun 

negative. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pendistribusian raskin dapat 

dikatakan kurang tepat sasaran karena beras didistribusikan secara merata baik 

rumah tangga miskin, atau rumah tangga yang mampu, semua mendapatkan jatah 

beras sesuai dengan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan sehingga dampak 

positif raskin kurang begitu dirasakan serta bersifat relatif.  

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis 

oleh Boddy Hermawan, karena fokus kajian yang penulis buat pada 

pendistribusian, jadi perbedaan yang sangat signifikat pada konsepnya, 

sedangkan Boddy Hermawan lebih fokus pada dampak. 

Kemudian skripsi yang berjudul, “Pendistribusian Subsidi Beras Miskin 

(Raskin) Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenag Kecamatan Pampangan 

Kabupaten Oki Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”,yang disusun oleh Merry 

Apriyani pada tahun 2018.10 Hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan 

pendistribusian raskin di desa Serimenag dalam pembagian raskin dibagi rata 

 
9 Boddy Hermawan,“Evaluasi Dampak Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin 

(Raskin) Tahun 2013 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”, skripsi, 

(Jember: fakultas Ilmu Sosial, Universitas Jember, 2014). 
10 Merry Apriyanti, “Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) Dengan Sistem Bagi 

Rata Di Desa Serimenag Kecamatan Pampangan Kabupaten Oki Ditinjau Dari Hukum Ekonomi 

Syariah”, skripsi, (Palembang, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fattah, 2018).  
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dimana semua masyarakat menikmati raskin dan ada factor-faktor sehingga 

terjadi pendistribusian raskin dibagi rata yaitu sulitnya menentukan rumah tangga 

miskin, budaya kebersamaan, kecumburan social, kebiasaan, kurang sosialisasi 

dan informasi. Masyarakat desa Siremeng masih menjunjung tinggi nilai 

kebersamaan adat istiadat sehingga sulitnya menentukan masyarakat miskin. 

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang 

ditulis Merry Apriyani, karena fokus pada kajian ini pada pendistribusian raskin, 

sedangkan Merry Apriyani fokus pada system bagi rata. 

Selanjutnya skripsi yang berjudul, “Studi Implementasi Program Beras 

Miskin (Raskin) Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

gajahmungkur Kota Semarang”, yang disusun oleh Maryam Musawa pada tahun 

2009.11 Hasil penelitian ini di kelurahan gajahmungkur kota Semarang, 

menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan 

menyebabkan program pelaksanaan raskin terkesan dipaksa. Keterbatasan waktu 

tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan 

dan keseluruhan program. Dalam implikasinya, perlu upaya penyempurnaan 

kartu penerima program yang harus dikoordinasikan dengan RT, RW dan 

kelurahan penerima raskin sehingga transparan dan akuntabel. Untuk konsep 

pengelolaan kedepan, mengandalkan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan 

data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik 

rumah tangga.  

Perbedaan yang ditulis Maryam Musawa dengan penulis adalah, 

penelitian yang Maryam musawa buat fokus pada studi implementasianya, 

sedangkan penulis fokus pada pendistribusian raskin kepada masyarakat. 

Kemudian skripsi yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Pendapatan Rendah di Desa Gembong Kecamatan Gembong 

 
11 Maryam Musawa, “Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Wilayah 

Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan gajahmungkur Kota Semarang”, Tesis, (Semarang, 

Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro Semarang, 2009). 
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Kabupaten Pati”, disusun oleh Ricko Bagus Setyawan pada tahun 2020.12 

Penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah mengalami 

banyak permasalahan, sehingga dalam penelitian ini berusaha mengkaji tentang 

implementasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa 

Gembong, kendala dan upaya mengatasinya. Metode yang dipergunakan antara 

lain jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. 

Data yang digunakan adalah data primer dan didukung data sekunder dengan 

analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa Gembong, kecamatan 

Gembong, kabupaten Pati, selain mengacu pada permenko No 1 Tahun 2016, data 

rumah tangga sasaran penerima manfaat, dan musyawarah warga yang dipimpin 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan tersebut. Adapun kendalanya 

meliputi 5 yaitu: pertama, sulitnya menentukan kriteria tingkat kemiskinan dalam 

hal ini dapat diupayakan dengan dilakukan pendataan berkala, kedua, jumlah 

beras penerima tidak sama, hal ini dapat diupayakan dengan membentuk petugas 

khusus dalam menerima penyaluran dan penimbangan raskin, ketiga, harga beras 

mahal, hal ini dapat diupayakan dengan sesuai ketentuan undang-undang, 

keempat, keterlambatan penyaluran, hal ini dapat diupayakan dengan koordinasi 

serentak oleh pejabat pemberi, penyaluran dan penerima, kelima, kualitas beras 

rendah, hal ini dapat diupayakan dengan mencampur beras subsidi dengan beras 

yang pasar. 

Perbedaan yang ditulis Ricko Bagus Setyawan dengan penelitian penulis 

yaitu Ricko Bagus Setyawan fokus pada data yang berhak mendapat dan 

pengimplementasian nya, sedangkan penulis fokus pada pendistribusian dari 

suatu lembaga kemasyarakat. 

 
12 Ricko bagus Setyawan, “Implementasi Kebijakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Pendapatan Rendah di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”, skripsi, 

(Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2020). 
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Kemudian skripsi yang berjudul, “Pola Distribusi Beras Miskin Di Desa 

Pucungrejo, Muntilan, Magelang”, disusun oleh Iqdam Liberty Muhammad pada 

tahun 2016.13Beras miskin yang didistribusikan secara merata memang terjadi di 

desa Pucungrejo. Selain proses distribusi secara merata, banyak pola yang 

terdapat pola distribusi yang tidak sesuai dengan pedoman umum raskin, seperti 

harga jual yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, adanya pengurangan 

timbangan beras, sehingga distribusi yg dilakukan tidak sesuai dengan RTS yang 

ditetapkan pemerintah desa. Sehingga sosiologi hukum islam memandang 

kesalahan tersebut sebagai pelaku distribusi yang tidak sesuai dengan hukum 

islam, karena beberapa penyimpangan yang terjadi. Dalam filsafat hukum islam, 

permasalahan tersebut tidak sesuai dengan unsur pokok, karena pemeliharaan 

harta dalam perkembangannya dapat diartikan proses kesejahteraan masyarakat, 

pembangunan ekonomi, serta pengurangan keseimbangan antar kelas sosial. 

Berkaca pada definisi tersebut, maka pola distribusi yang dilakukan dinilai tidak 

dapat mengatasi permasalahan masyarakat berpendapatan rendah dalam 

kebutuhan pangan, hingga tidak dapat mencapai kemaslahatan yang hakiki.  

Perbedaan yang ditulis Iqdam liberty Muhammad dengan penulis adalah, 

penulis fokus pada sistem pendistribusian, sedangkan Iqdam liberty Muhammad 

fokus pada pola distribusi yang tidak sesuai. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjelaskan operasional variabel dan 

mengarahkan penelitian, maka akan dijelaskan berbagai istilah agar tidak 

menimbulkan kesalahpahaman. 

 

 
13 Iqdam Liberty Muhammad, “Pola Distribusi Beras Miskin Di Desa Pucungrejo, 

Muntilan, Magelang”,skripsi, (Magelang, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 

2016). 
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1. Analisis  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang pertama, analisis adalah 

penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang 

kedua, analisi adalah penguraian suatu pokok atas sebagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Yang ketiga, analisis 

adalah penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat 

bagiannya dan sebagainya. Yang keempat, analisis adalah penjabaran sesudah 

dikaji sebaik-baiknya. Yang kelima, analisis adalah pemecahan yang dimulai 

dengan dugaan yang akan kebenarannya.14 

Metode analisis yang penulis gunakan adalah motode kualitatif 

mengutamakan pengolahan data secara mendalam. Data-data tersebut berbentuk 

hasil observasi, wawancara, sumber-sumber litelatur, dan lain-lain. 

2. Pendistribusian  

David A. Revzan dalam bukunya berjudul Marketing Organization 

Through the Channel mengatakan bahwa distribusi merupakan suatu alur dari 

arus dilalui barang-barang dari produsen kepada perantara sampai akhirnya 

sampai kepada konsumen sebagai pemakai. Sementara AMA mendistribusikan 

bahwa distribusi merupakan suatu struktur organisasi dari perusahaan, baik dalam 

perusahaan maupun luar perusahaan yang terdiri dari pedagang besar/distributor, 

agen, dan pengecer.15 

3. Beras Miskin (raskin) 

Raskin merupakan beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang dijual 

dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras dipasaran. 

 
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Analisis, Diakses pada tanggal 

19 juli 2022 dari situs https:/kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis  
15 Mikael Hang Suryanto, Sistem Operasional Manajemen Distribusi: Pengukuran dan 

Analisis Keuangan Saluran Distribusi, (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 4. 
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Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi 

rumah tangga berpenghasilan tetap sebagai upaya dari pemerintah untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada 

rumah tangga sasaran.16 Keberhasilan program raskin diatur berdasarkan tingkat 

pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jumlah, tepat 

harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Program ini bertujuan 

untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui 

pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah 

penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk 

meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada 

penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.  

4. Fiqh Muamalah  

Fiqh muamalah terbagi menjadi dua, dalam arti luas dan arti 

sempit.17Dalam arti luas fiqh muammalah merupakan aturan-aturan Allah SWT 

yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan 

dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan 

dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT 

sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia 

akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam islam tidak ada 

pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas 

manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat 

di akhirat. Sedangkan dalam arti sempit fiqh muammalah lebih menekankan pada 

keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk 

mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, 

mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Fiqh Muammalah juga 

 
16 Bulog, Program Beras Untuk Keluarga Miskin, http://bulog.go.id/,h.6, diakses 13 

Maret 2018 
17 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1993), hlm. 70-71. 

http://bulog.go.id/,h.6
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membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad 

agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil 

sesuatu yang bukan haknya.  

Pengentasan kemiskinan termasuk dalam lingkup fiqih muamalah, karena 

ruang lingkup fiqih muamalah mencakup seluruh kegiatan dan aspek kehidupan 

manusia, seperti sosial, ekonomi, hukum politik, dan sebagainya. 

Prinsip yang mendasari proses pendistribusian raskin dalam perspektif 

fiqh muamalah. Adanya larangan gharar dan riba, keadilan dalam distribusi, 

konsep kepemilikan dalam islam larangan menumpuk harta. 

 

F. Metode Penelitian 

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode 

penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna 

dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakai metode 

penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang 

dapat dipertanggung jawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan 

metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang 

dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal 

yaitu:  

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah 

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hokum 

secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya18. Penelitian yuridis 

sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data skunder sebagai data 

awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau 

 
18 Soerjono soekanto, pegantar penelitian hokum, Jakarta: penerbit Universitas 

Indonesia Press, 2005, hlm. 51. 
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terhadap masyarakat dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) 

antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri 

dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kusioner).19 Dalam 

penelitian sosial seperti halnya skripsi yang ditulis ini yaitu tentang analisis 

pendistribusian beras miskin (raskin) di kecamatan tapaktuan menurut 

perspektif fiqh muamalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, tujuan penelitan 

ini adalah mengungkap fakta, keadan, fenomena, variabel dan keadaan yang 

terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian 

deskriptif kualitatif meneafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan 

dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di 

dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih,hubungan antar variabel, 

perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. 

Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis 

data, menginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang 

mengacu pada penganalisisan data tersebut.20 Penelitian deskriptif yang 

digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang analisis 

pendistribusian beras miskin (raskin) yang dilakukan oleh pihak kantor 

keuchik kecamatan Tapaktuan.  

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 

 
19 Amiruddin, pengantar metode penelitian hokum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012, hlm. 34. 
20 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Kombinasi (mixed 

methods), (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm, 12 
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tidak resmi kemudian diolah peneliti21. Data primer disini yaitu data dari 

informan yang terdiri dari masyarakat, kepala desa. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, yang tentunya berhubungan dengan 

tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu analisis pendistribusian beras 

miskin (raskin) di kecamatan tapaktuan menurut perspektif fiqh 

muamalah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari 

fenomena-fenomena-fenomena. Aktivitas yang didasarkan pada gagasan 

dan pada pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari 

fenomena yang diteliti serta informasi yang didapat harus bersifat objektif, 

nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis 

melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan yaitu ke 

kantor keuchik dan tempat-tempat pendistribusian raskin di kecamatan 

Tapaktuan . 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) merupakan suatu teknik pengumpulan data 

yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi 

informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau 

dikaji.22 Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada 

keuchik Gampong dan Aparatur Gampong yaitu KEPDES (Kepala Desa) 

 
21 Bagong Suryanto, metode penelitian sosial, (Jakarta: kencan prenada media, 2005), 

hlm. 166 
22 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 136. 
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SEKDES (Sekretaris Desa) dan juga  masyarakat sekitar Desa/Gampong 

Hulu yang pernah menerima raskin di kecamatan Tapaktuan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik 

berupa catatan transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Data 

dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang pendistribusian beras 

miskin (raskin), jumlah masyarakat yang menerima beras miskin (raskin) 

perbulannya, data mengenai jumlah berapa kg beras yang dijual per 

bulannya serta data jumlah pegawai yang ada di kantor keuchik, dan 

sebagainya.  

5. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini objektivitas dan keabsahan data penulis 

menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengukuran dan perbandingan terhadap 

data tersebut. Pemeriksaan data merupakan salah satu bagian sangat penting 

didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari 

hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat, dapat 

diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan 

dari berbagai aspek. Proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil 

akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk 

memeriksa keabsahan data. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data penelitian didapatkan, 

kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang 
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ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif 

dengan menerapkan metode induktif, dalam proses induktif lebih cepat 

menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data dan dapat 

menguraikan karena bertolak dari fenomena khusus  kemudian menarik 

kesimpulan yang bersifat umum.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis membagi menjadi empat bab 

yaitu pendahuluan, isi dan penutup, dan keseluruhan tulisan ini ada empat bab. 

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua berisi tentang pengertian pendistribusian, keadilan dalam 

distribusi, kemudian membahas tentang konsep al-maslahah dalam 

pendistribusian, kemiskinan dalam pandangan islam, konsep Al-Maslahah 

mengenai pendistribusian beras miskin (raskin). 

Bab tiga membahas tentang monografi dan deskripsi kantor keuchik 

kecamatan Tapaktuan, prosedur pendistribusian beras miskin (raskin) yang 

dilakukan oleh pihak kantor keuchik kecamatan Tapaktuan, tinjauan Fiqh 

Muamalah dengan sistem pendistribusian beras miskin (raskin) di kecamatan 

Tapaktuan.  
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BAB DUA 

KONSEP PENDISTRIBUSIAN DALAM ISLAM DAN 

PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) 
 

A.  Konsep Pendistribusian Dalam Islam  

1. Pengertian Pendistribusian. 

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang 

banyak atau ke beberapa tempat.23 

Distribusi yang efektif akan memperlancar arus atau akses barang oleh 

konsumen sehingga dapat diperoleh kemudahan memperolehnya. disamping 

itu konsumen juga akan memperoleh barang sesuai dengan yang diperlukan. 

Produsen dan konsumen mempunyai kesenjangan spasial, waktu, nilai, 

keragaman dan kepemilikan produk karena perbedaan tujuan serta persepsi 

masing-masing. Dengan distribusi dapat diatasi kesenjangan antara produsen 

dan konsumen. Proses pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang 

mampu : 

a. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran. 

b. Melancarkan arus saluranpemasaran secara fisik dan nonfisik.24 

Distribusi Pendapatan Sektor Negara yang dibangun di atas nilai moral 

Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara 

wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial 

maupun individu dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang 

tersedia. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang 

mengupayakan stabilitas ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, 

pertumbuhan ekonomi yang merata dan lain sebagainya. Negara itu juga 

 
23 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Karya Abditama, 2001), 

cet. Ke 1, hlm 125.   
24 Djasalim, Saladin, Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan 

Pengendalian, (Bandung: Linda Karya, 2013), hlm 45.  
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bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan publik yang pemanfaatannya 

diarahkan untuk seluruh anggota masyarakat.25  

Secara lebih eksplisit, telah dijelaskan dalam al-Qur'an akan maksud 

distribusi, sebagaimana firman Allah, yang artinya : (yaitu) mereka yang 

beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan 

sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (AL Baqarah : 3)26 

Senada dengan pendapat diatas, Afzalur Rahman mengemukakan 

bahwa, untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, maka 

islam menawarkan suatu gagasan dimana nilai atau usaha untuk menumbuhkan 

semangat diantara penganutnya berupa kesadaran bahwa bantuan ekonomi 

kepada sesama (dengan niat mencari keridhaan Allah semata) merupakan 

tabungan yang nyata dan kekal yang akan "dipetik" hasilnya dihari akhirat 

kelak.27 Adapun maksud distribusi ditinjau dari segi bahasa. adalah : Proses 

penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering 

kali melalui perantara. 

Adapun prinsip utama dalam konsep "distribusi" menurut pandangan 

islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi 

kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah 

dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja28 

Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa, definisi distribusi 

adalah :transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara 

pertukaran (melalui pasar)29 

 
25 Mudrajat Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan, 

Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2000), hlm 67.  
26 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar, Jkt,2000, hlm 

42. 
27 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Terj, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, 

hlm 63. 
28 Ibid. 
29 Taqiyuddin. Nabani. An-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam (Membangun Sistem Ekonomi 

Altematif: Perspektif Islam), terj. Maghfur Wahid, Risalah Gusti. Surabaya 1999 
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Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zarqa di atas, kita dapat 

mengetahui bahwa pada dasarnya (dan secara tidak langsung), ketika kita 

berbicara tentang aktivitas ekonomi dibidang distribusi, maka kita akan 

berbicara pula tentang konsep "ekonomi" yang "ditawarkan" oleh islam. Hal 

ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan 

pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, yang tentunya 

pendapatan negara tidak terlepas dari ajaran-ajaran syariat islam. 

Memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada 

haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalanya yang benar ini, 

maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang 

terlihat dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai 

berikut: 

1) Banyaknya nash AL-Qur’an Hadits Nabawi yang mencakup tema 

distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan 

komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan 

penyimpangan dari sistem yang benar. 

2) Syariat islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi 

distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan 

jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya. 

3) Banyaknya dan komprehensifnya sistem dan cara distribusi yang 

ditegakan dalam islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun 

secara sukarela (sunnah). 

4) Al-Qur’an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan 

peringatan perbedaan dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan 

harta dalam kalangan minoritas. 

5) Dalam fiqh ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi 

mendapatkan porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinanya, yakni 

dalam perkataan, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian 

dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen 
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kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam 

pendistribusian. 

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas 

mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, sumber-sumber 

kekayaan. Dalam ekonomi islam, diatur kaidah distribusi pendapatan, baik 

antar unsur-unsur produksi maupun antar individu dan masyarakat serta 

anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. 

Distribusi pendapatan dalam islam merupakan penyaluran harta yang 

ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum (publik) kepada pihak yang 

berhak menerima yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam 

islam adalah proses pendistribusianya. Secara sederhana dapat digambarkan, 

kewajiban menyisihkan sebahagian harta bagi pihak berkecukupan (surplus) 

yang diyakini sebagai kopensasi atas kekayaan dan disisi lain merupakan 

perangsang (insentif) untuk kekayaan pihak berkekurangan (deficit).30 

2. Keadilan dalam distribusi. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat 

yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak 

berpihak, berpegang pada kebenaran, proposional. Sedangkan kata keadilan 

dalam bahasa arab berasal dari kata “adala”, yang dalam Al-Qur‟an terkadang 

disebutan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata 

adil di dalam alQuran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula 

pelakunya. Keragaman tersebut megakibatkan keragaman makna adil 

(keadilan). Menurut M. Quraish Shihab, berdasarkan hasil penelitiannya 

paling tidak ada empat makna keadilan, yakni: 

Pertama, adl dalam arti “sama”, pengertian ini yang paling banyak 

terdapat di dalam alQuran salah satunya Q.S an-Nisa (4): 58 

 
30 Havis Aravik, Ekonomi Islam, (Malang, Empatdua, 2016) hlm 129. 
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اِلٰٰٓى   الَْْمٰنٰتِ  انَْ تؤَُدُّوا  يَأمُْرُكُمْ   َ اِنَّ اللّٰه ا  ۞  نِعِمَّ  َ اِنَّ اللّٰه بِالْعَدْلِ ۗ  انَْ تحَْكُمُوْا  النَّاسِ  بيَْنَ  وَاِذاَ حَكَمْتمُْ  اهَْلِهَاۙ 

َ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا   ٥٨يعَِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰه

 

“sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguh nya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

maha mendengar lagi maha melihat.”31 

 

Kata adil di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang mencakup sikap dan 

perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi 

bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama sama 

manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan 

sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam 

ajaran-ajaran ketuhanan. 

Kedua, kata adil dalam arti ”seimbang”. Yang ditemukan pada suatu 

kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan 

tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. 

Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang 

dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi 

keseimbangan (keadilan). Disamping itu, makna keadilan dalam pengertian 

“keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana 

dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan 

ukuran, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan 

pemahaman pada pengertian “keadilan Ilahi”32 

Ketiga, kata adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan 

memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang 

didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya'' atau “member 

 
31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 

2010).hlm 437 
32 Ibid, hlm 81-82. 
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pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan dari pengertian ini 

adalah “kezaliman”, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. 

Pengertian ini disebutkan dalam Q.S. Al-An’am (6): 152 

 

بِالَّتِيْ هِيَ احَْسَنُ حَ  الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِۚ لَْ نكَُل ِفُ نفَْسًا الَِّْ  وَلَْ تقَْرَبوُْا مَالَ الْيَتيِْمِ الَِّْ  تهى يبَْلغَُ اشَُدَّهٗ وَۚاوَْفوُا 

ىكُمْ بِهٖ لعََ  ِ اوَْفوُْاۗ ذٰلِكُمْ وَصه  ١٥٢لَّكُمْ تذَكََّرُوْنَۙ وُسْعهََاۚ وَاِذاَ قلُْتمُْ فَاعْدِلوُْا وَلوَْ كَانَ ذاَ قرُْبٰىۚ وَبعِهَْدِ اللّٰه

 

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dengan adil. Kami tidak menimbulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka 

hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan 

penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar 

kamu ingat.”33 

 

Yang artinya “Dan apabila kamu maka hendaklah kamu berlaku adil 

kendatipun dia adalah kerabat (mu). Pengertian adl seperti ini melahirkan 

keadaan sosial. 

 

 

Kaidah Keenam Belas : 

 

 ٌالعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُل ِ شَيْءِ وَالْفَضْلُ مَسْنوُْن

 

“Al-Adl (keadilan) itu wajib atas segala sesuatu dan Al-Fadl (tambahan) itu 

sunnah. 

 

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi 

secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk 

mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan (kasta), 

kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara 

 
33 Ibid, hlm. 117. 
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bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. 

Islam juga tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui 

batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan batasan yang wajar.34 

Tidak dapat dihindari bahwa keadilan distribusi membutuhkan satu 

kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap 

orang, untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, 

namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak 

membenarkan perbedaan kekayaan kekayaan yang melampaui batas 

kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar. 

Upaya tersebut dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan 

mekanisme pasar dalam proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan di 

masyarakat. Namun juga dilakukan dengan mengaplikasikan mekanisme 

redistribusi yang telah digariskan syariah, seperti adanya instrument zakat 

yang merupakan salah satu sarana mewujudkan keadilan distribusi. 

Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak 

pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga 

menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam 

ekonomi islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi 

pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness 

yang diterima secara universal. Keadilan sosial yang benar adalah keadaan 

yang memprioritaskan kesejajaran, yang tinggi dalam sistem sosial. Serta 

memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin 

terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya 

berdasarkan usaha-usaha produksinya. Disamping itu yang tak kalah 

pentingnya adalah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin 

terciptanya hasil-hasil yang adil.35 

 
34 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 77. 
35 Ibid, hlm, 80-83. 
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3. Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam jauh lebih luas, yaitu 

mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-

sumber  kekayaan.  Di  mana  Islam  memperbolehkan kepemilikan  umum  

dan  kepemilikan  khusus,  dan  meletakkan  bagi asing-masing  dari  

keduanya kaidah-kaidah  untuk mendapatkannya  dan  mempergunakannya.  

Sebagaimana  ekonomi Islam  juga  memiliki  politik  dalam  distribusi  

pemasukan,  baik antara  unsur-unsur  produksi  maupun  antara  individu  

masyarakat dan  kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian  

distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran 

Islam. 

4. Konsep Al-Maslahah Dalam Pendistribusian 

a) Al-maslahah sebagai tujuan (Syariat maqasid al-syariah)  

  Al-Maslahah berasal dari kata saluha, yasluhu, salahan berarti 

sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat36. Al-Maslahah berarti segala 

perbuatan yang mendorong kepada terwujudnya kebaikan manusia. 

Secara umum maslahah adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi 

manusia, baik dalam arti menghasilkan atau mendatangkan kesenangan; 

atau dalam arti menghindarkan kerusakan. 

 Sedangkan maqasid al-syari„ah secara bahasa terdiri dari dua kata, 

yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata 

bahasa Arab maqsid yang berarti tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau 

tujuan akhir. Syari'ah secara bahasa merupakan sumber air. Air 

merupakan sumber utama kehidupan. Dengan demikian, berjalan 

menuju sumber air dapat diartikan dengan berjalan menuju sumber 

 
36 Amin Farih, Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo 

Press, 2008, hlm. 15. 
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utama kehidupan. Oleh karena itu, maqasid al syari„ah adalah maksud 

atau tujuan dari ditetapkannya hukum-hukum syara.37 

 Para ulama sepakat bahwa dalam setiap hukum yang disyariatkan 

oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits mengandung 

kemaslahatan untuk umat manusia. Sebagian ulama Muslim 

menganggap bahwa maslahah adalah tujuan hukum syara’ yang berarti 

bahwa maslahah disamakan dengan maqasid alsyari’ah . Seperti 

pendapat Abd al-Malik al-Juwaini yang menggunakan istilah maqasid 

dan maslahah sebagai sinonim”38. 

Menurut Al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Hamka Haq, 

maslahah adalah terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia 

maupun di akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya 

mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak 

mendukung terwujudnya kemaslahatan di akhirat, maka itu bukanlah 

maslahah yang menjadi tujuan syara’.39 

 Setiap hukum yang disyarIatkan oleh Allah baik berupa Al-Qur‟an 

maupun Hadits Rasulullah yang mempunyai maksud atau tujuan yaitu 

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, 

dibebankannya syariat kepada manusia adalah dalam rangka untuk 

kebaikan manusia itu sendiri. 

1) Kriteria Al-Maslahah Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh 

Nasrun Haroen. 

  kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

mengistinbatkan hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 

 
37 Sutyano, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011. 

hlm 154. 
38 Jaser, Audah, Al-Maqasid, diterjemah oleh Ali, Ambelmon im dalam: “Al-Maqasid 

Untuk Pemula”, (Yogyakarta : SUKA Press, 2013), hlm. 6. 
39 Hamqa Haq, Al-Syathibi: Aspek teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-

Muwafakat, (Jakarta: Erlaga, 2007), hlm. 81. 
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a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al- syari„ah. 

b. Kemaslahatan itu harus tidak bertentangan dengan nash syara’ 

menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian 

yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa 

mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan. 

c. Kemaslahatan itu termasuk dalam maslahah, daruriyah dan 

berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, tidak hanya 

kemaslahatan pribadi saja.40 

2) Bentuk Al-Mashlahah memiliki dua bentuk: 

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia. 

Manfaat itu ada yang langsung bisa dirasakan oleh yang 

melakukan perbuatan yang disuruh. Ada juga yang manfaatnya 

baru bisa dirasakan kemudian hari, sedangkan saat melakukan 

perbuatan tersebut yang dirasakan justru ketidakenakan. 

b. Menghindarkan manusia dari kerusakan atau keburukan. Sama 

halnya dengan manfaat, kerusakan juga terkadang ada yang bisa 

dirasakan langsung dan ada pula yang baru bisa dirasakan pada 

kemudian hari.41 Oleh karena itu, terdapat kaidah fiqh yang 

berlaku untuk mewujudkan kemaslahatan, baik dalam arti 

mewujudkan manfaat maupun menghindari kerusakan, 

yaitu:“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih 

kemaslahatan.” Atau kaidah yang berbunyi: “Menolak kerusakan 

didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”. 

3) Macam-macam Al-Maslahah 

a. Berdasarkan kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan 

hukum, maslahah ada tiga macam, yaitu:42 

 
40 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh,( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123. 
41 Amir Syarifuddin, Ushul fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2008, hlm. 222. 
42 Ibid, hlm. 348-349. 
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a)  Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang sangat 

penting dan pokok bagi keberlangsungan hidup manusia. 

Apabila maslahah ini tidak dipenuhi, maka kehidupan 

manusia tidak akan berkembang bahkan bisa punah. Maslahah 

dharuriyah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. 

b) Maslahah hajjiyah adalah kemaslahatan yang berkaitan 

dengan kebutuhan hidup manusia agar hidup bahagia dan 

sejahtera. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka 

kehidupan manusia akan mengalami kesulitan meski tidak 

sampai menyebabkan kepunahan. Adanya hukum tentang 

rukhsah (keringanan) dalam masalah ibadah merupakan 

contoh kepedulian hukum Islam terhadap maslahah ini.43 

c) Maslahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang berkaitan 

dengan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih indah dan 

sempurna. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka 

kehidupan manusia menjadi kurang sempurna, namun tidak 

sampai mengalami kesulitan maupun kepunahan. 

b. Berdasarkan adanya keserasian antara akal dengan tujuan syara’ 

dalam menetapkan hukum, maslahah ada tiga macam yaitu :44 

a) Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui dan 

diperhitungkan oleh dalil-dalil syara’, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

b) Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang dianggap baik 

oleh akal tetapi ada dalil syara’ yang menolaknya. 

 
43 Satria Efendi, Usul Fiqh, (Jakarta: Kencana Media Prenada Groub, 2009), hlm. 235. 
44 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 

351-353. 
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c) Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang dianggap 

baik oleh akal, namun tidak ada dalil syara’ yang 

mengakuinya ataupun menolaknya, misalnya percetakan 

mata uang. 

Maslahah adalah prinsip yang dikenal dalam hukum islam. Maslahah 

berarti memeliha tujuan syara’ (syariat) dan meraih manfaat serta mencegah 

diri dari kemudharatan. Implementasi konsep maslahah dalam kegiatan 

ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan 

bidang lain. 

Nash-nash (dalil) terkait ekonomi yang pada umum bersifat global 

membuat ruang gerak ijtihad (penetapan hukum baru berdasarkan Al-Qur’an 

dan Hadist) menjadi lebih luas.sedikitnya nash-nash yang membahas aspek 

ekonomi secara khusus membuat ijtihad berbasis maslahah menjadi jalan 

keluar. 

Sebab hal ini berbeda dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang 

bersifat dogmatik (berbasis kepercayaan). Dengan deminikian, prinsip 

maslahah menjadi acuan dan patokan penting dalam suatu pendistribusian. 

Maslahah telah menjadi dasar pengembangan ekonomi Islam dalam 

menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbagan maslahah, 

regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash menjadi konteks nash yang 

mengandung prinsip maslahah. 

Menurut konsep maslahah, pemerintahan islam perlu melakukan 

investasi harga saat terjadi situasi dan kondisi tertentu seperti terancamnya 

kebutuhan masyarakat, terjadinya monopoli, pembaikotan,atau terjadinya 

kolusi antar penjual. Hal ini sangat berbeda pada zaman Rasulullah SAW, yang 

melarang adanya intervensi harga. Situasi dan kondisi saat ini sangat berbeda 

karna pergerakan harga yang sewaktu-waktu dapat merusak mekanisme pasar 

sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Negara dan juga berpengaruh 

terhadap masyarakat berpendapatan rendah. Adapun tujuanya semata-mata 
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untuk mencegah terjadinya tindak kezaliman terhadap masyarakat dalam 

rangka mewujutkan kemaslahatan.45 

 

B. Konsep Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) 

1. Pengertian Raskin 

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang 

diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari 

pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan 

perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan untuk 

mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTM) melalui 

memenuhi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan 

mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan 

untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan 

beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah 

ditentukan.46 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang mendapatkan bantuan 

program pemerintah adalah masyarakat miskin dengan kriteria yang telah 

ditentukan dan berdasarkan usulan warga. Dari berbagai program yang telah 

digulirkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun pelaksanaan pembagian Beras 

Miskin (Raskin) tepatnya di Kelurahan Padang dan Lhok Bengkuang, yang 

merupakan kegiatan rutin setiap bulannya oleh perum Bulog karena memang 

ini menyangkut dengan kebutuhan logistic atau pangan bagai masyarakat yang 

berpendapatan rendah, dengan berjalan adanya program Raskin ini Masyarakat 

Kelurahan Padang dan Lhok Bengkuang sangat membantu dan mengurangi 

beban pendapatan atau pun ekonomi masyarakat. 

 

 
45 Fritawansyah (Progam Studi Magister Ekonomi Syariah, Uin Alauddin 2019)  
46 Pedoman Umum Raskin. Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
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2. Dasar Hukum Beras Miskin (Raskin) 

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program 

Raskin adalah:47 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara 

(Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan 

lembaran Negara republik nomor 4286). 

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang pangan (Lembaran 

republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan lembaran Negara 

republik Indonesia nomor 5360). 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah 

(Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan 

lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587). 

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia 

tahun 2015 nomor 244, tambahan lembaran Negara nomor 5587). 

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, tentang anggaran pendapatan 

dan belanja Negara tahun 2017. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang ketahanan pangan 

dan gizi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 60, 

tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5680). 

g. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang percepatan 

penanggulangan kemiskinan sebagaimana diubah dengan peraturan 

presiden nomor 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan presiden 

nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. 

 
47 Pedoman Umum (Pedum) raskin 2017 Pada Bab I Pendahuluan hlm 5-7 
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h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang organisasi 

kementerian agama (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 

nomor 8). 

i. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016, tentang rencana kerja 

pemerintah tahun 2017. 

j. Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016, tentang penugasan kepada 

perusahaan umum (Perum) Bulog dalam rangka ketahanan pangan 

nasional. 

k. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015, tentang kebijakan pengadaan 

gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah 

dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang 

perubahan atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah. 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, tentang tim 

koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi kabupaten/kota. 

n. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013, tentang tenaga 

kesejahteraan sosial kecamatan. 

3.  Pengelolaan Beras Miskin (Raskin) 

Dalam rangka pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah perlu di ciptakan harmonisasi dan sinergitas antar 

K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggung jawabannya 

sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka 

dibentuk tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pelaksana 

distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di 

desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. 
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a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah Pusat. 

  Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan membentuk tim 

koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

pusat. 

1) Tugas 

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan 

pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, peng 

anggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta pemantauan 

dan evaluasi. 

2) Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat mempunyai fungsi: 

a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran program subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

b) Penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat pendapatan 

rendah. 

c) Penyusunan pedoman umum penyaluran subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah. 

d) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

e) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim 

koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah provinsi. 

f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah di provinsi dan 

kabupaten/kota. 
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3) Struktur dan keanggotaan tim koordinasi subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah pusat. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 

Tahun 2015, tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah pusat terdiri dari pengarah, pelaksana dan 

sekretariat. Pengarah terdiri atas: Ketua dari unsur kementerian 

koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan 

anggota terdiri dari unsur kementerian koordinator bidang 

perekonomian, kementerian dalam negeri, kementerian 

pertanian, kementerian keuangan, kementerian sosial, 

kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat 

Statistik (BPS), Sekretariat TNP2K dan Perum BULOG. 

 Anggota tim terdiri dari unsur-unsur kementerian koordinator 

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kementerian 

koordinator bidang perekonomian, kementerian perencanaan 

pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan 

nasional, kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, 

kementerian sosial, kementerian pertanian, BPS, dan perum 

BULOG. Adapun tugas dan fungsi masing-masing 

Kementerian/Lembaga (K/L) anggota tim koordinasi subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat adalah 

sebagai berikut : 

a) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab 

melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian 

kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah. 
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b) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko 

Perekonomian) bertanggung jawab melakukan koordinasi 

dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan, 

penganggaran, pemantauan dan evaluasi program subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

c) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bapenas) 

bertanggung jawab dibidang perencanaan, penganggaran, 

pemantauan dan evaluasi program subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah. 

d) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab 

atas pengalokasian anggaran subsidi pangan dan 

penyelesaian dokumen anggaran subsidi pangan. 

e) Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) program subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah bertanggung jawab sepenuhnya atas 

penyaluran dana pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah kepada perum BULOG, 

pendampingan melalui TKSK, serta pemantauan dan 

evaluasi. 

f) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung 

jawab melakukan koordinasi di bidang pengaduan, 

pembinaan kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi 

kepada tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah provinsi dan tim koordinasi subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten. 

g) Kementerian Pertanian (Kementan) bertanggung jawab 

melakukan perencanaan jumlah dan sebaran produksi beras 

dalam negeri untuk pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan 
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subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

Bersama perum BULOG menjaga stok beras untuk 

kebutuhan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah melalui pembinaan terhadap petani dalam 

meningkatkan produksi dan kualitas beras dalam negeri. 

h) Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab 

menyediakan informasi data kemiskinan makro bagi 

pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus 

dan/atau survei yang dilakukan sendiri dan didukung data 

sekunder dari kementerian/lembaga pemerintah lainnya. 

i) Sekretariat TNP2K bertanggung jawab untuk menyiapkan 

perumusan kebijakan dan program, melakukan pemantauan 

dan evaluasi serta analisis yang diperlukan, serta 

memberikan dukungan teknis. 

j) Perum BULOG bertanggung jawab dalam penyediaan, dan 

penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah dari gudang perum BULOG sampai dengan Titik 

Distribusi (TD). 

b. Tim Koordinasi Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah 

Provinsi 

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan program subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayahnya dan 

membentuk tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah provinsi sebagai berikut : 

1) Kedudukan 

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah provinsi adalah pelaksana program subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah di provinsi, yang 
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berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Gubernur. 

2) Tugas 

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi 

perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, 

pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan 

dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi 

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat. 

3) Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi mempunyai 

fungsi:  

a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk 

mendukung pelaksanaan program subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah di provinsi. 

b) Penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah kabupaten/kota. 

c) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin. 

d) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah di kabupaten/kota. 

f) Penanganan Pengaduan di provinsi. 

g) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim 

koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah kabupaten/kota. 

h) Pelaporan pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah ditujukan kepada menteri koordinator 
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bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), 

menteri koordinator bidang perekonomian, menteri sosial, 

menteri dalam negeri dan tim koordinasi subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah pusat. 

4) Struktur tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah provinsi. 

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, 

dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, 

pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi. 

5) Keanggotaan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah provinsi tim koordinasi subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah provinsi beranggotakan unsur-

unsur SKPD terkait di provinsi antara lain: sekretariat provinsi, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sekretaris 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, 

Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan 

masyarakat, dinas sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: 

BPS Provinsi, Badan/ Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani 

ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan daerah. 

c. Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

kabupaten/kota 

 Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan 

program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di 

wilayahnya dan membentuk tim koordinasi subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota sebagai berikut : 
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1) Kedudukan 

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah kabupaten/kota adalah pelaksana program subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah di kabupaten/kota, yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati/Walikota. 

2) Tugas 

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan koordinasi 

perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, 

pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan 

menentukan alternatif pola penyaluran subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah (Penyaluran Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Reguler, Warung Desa, 

Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada tim 

koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

provinsi. 

3) Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota 

mempunyai fungsi : 

a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk 

mendukung pelaksanaan program subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah di kabupaten/kota. 

b) Penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah kecamatan. 

c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM. 
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d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program 

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di 

kabupaten/kota. 

e) Sosialisasi program subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah di wilayah kabupaten/kota. 

f) Perencanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah. 

g) Penyelesaian HTR dan administrasi. 

h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah di kecamatan, 

kelurahan/pemerintahan setingkat. 

i) Penanganan pengaduan. 

j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim 

koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah kecamatan dan pelaksana distribusi subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah dikelurahan/pemerintah 

setingkat. 

k) Pelaporan pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah kepada tim koordinasi subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi. 

4) Struktur tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah kabupaten/kota. 

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah kabupaten/kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, 

sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, 

serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan 

Bupati/Walikota. 
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5) Keanggotaan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah kabupaten/kota. 

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah kabupaten/kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait 

di kabupaten/kota antara lain: Sekretariat kabupaten/kota, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/ sekretaris Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten, 

Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan 

masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi 

vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor/Unit 

Kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan 

lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. 

d. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah Kecamatan. 

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayahnya dan 

membentuk tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah kecamatan, sebagai berikut : 

1) Kedudukan 

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

kecamatan adalah pelaksana program subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah di kecamatan, yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Camat. 

2) Tugas 

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah kecamatan mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, peman tauan dan 

evaluasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada tim 
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koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

kabupaten/kota. 

3) Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan mempunyai 

fungsi : 

a) Perencanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah di kecamatan. 

b) Sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

di wilayah kecamatan. 

c) Pendistribusian subsidi beras bagi masyarakat penghasilan 

rendah. 

d) Penyelesaian HTR dan administrasi. 

e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah didesa/kelurahan. 

f) Pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah didesa/kelurahan. 

g) Pelaporan pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah kepada tim koordinasi subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota, 

termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat 

desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari pelaksana 

distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

kepada RTS-PM. 

4) Struktur dan keanggotaan tim koordinasi subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah kecamatan tim koordinasi 

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan 

terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa 
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bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan 

penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang 

ditetapkan dengan keputusan Camat. 

e. Pelaksanaan distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat. 

Kepala desa/lurah/kepala pemerintahan setingkat bertanggung 

jawab atas pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah di wilayahnya, dan membentuk pelaksana 

distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di 

wilayahnya, sebagai berikut : 

1) Kedudukan 

Pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat. 

2) Tugas 

Pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan 

beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan 

administrasi. 

3) Fungsi 

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi: 

a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah dari Perum BULOG di TD. 

b) Pendistribusian dan penyerahan subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam 

DPM-1 di Titik Bagi (TB). 

c) Penerimaan HTR subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah dari RTS-PM secara tunai untuk di setorkan ke rekening 

bank yang di tunjuk oleh Perum BULOG. 
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d) Penyelesaian administrasi penyaluran subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah yaitu penandatanganan 

Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD. 

e) Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 

dan melaporkan ke tim koordinasi subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota melalui tim 

koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

kecamat.48 

Pendataan pendistribusian menurut pemerintah menggunakan 14 

variabel untuk menentukan apakan suatu rumah tangga layak dikategorikan 

miskin dan keempat variabel tersebut adalah :49 

a. Luas bangunan, kecil bangunan menentukan layak dikatakan miskin 

atau kaya seseoarang. 

b. Jenis lantai, lantai masih dari tanah masih dikatakan orang miskin. 

c. Jenis dinding, dinding yang terbuat dari papan dan belum permanen 

masih dikatagorikan miskin. 

d. Fasilitas buang air besar, toilet yang masih belum permanen. 

e. Sumber air minum, sumber air minum yang belum memiliki sumber 

sendiri. 

f. Sumber penerangan, lampu yang belum menggunakan listrik. 

g. Janis bahan bakar untuk memasak, yang belum menggunakan gas, 

atau masih menggunakan kayu bakar. 

h. Frekuensi membeli daging, ayam dan susu, makanan yang sehat 

belum tentu dalam sebuulan terbeli. 

i. Frekuensi makan dalam sehari, belum mencapai 3 kali sehari bahakan 

kurang. 

 
48 Ibid (Bab III Pada Pengelolaan dan Pengorganisasian), hlm 14-24. 
49 Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia, (Berita Resmi Statistik,2009), 

hlm 67. 
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j. Jumlah pakaian baru yang dibeli dalam setahun, dalam membeli baju 

masih minim. 

k. Akses ke puskesmas, akses kesehatan belum terjamin. 

l. Akses ke lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang masih 

serabutan. 

m. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga, pendidikan yang masih 

rendah. 

n. Kepemilikan beberapa asset, tidak memiliki asset yang cukup. 

Tingkat keefektifan distribusi raskin dinilai berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu dalam mencapai tujuan program pendistribusian Raskin 

yang telah ditetapkan. Yang menjadi kriteria tingkat efektivitas program 

Raskin ini ada 5 yaitu :50 

a. Tepat sasaran 

Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin penerima 

manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM). 

b. Tepat jumlah 

Jumlah Raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah 

sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan. Jumlah tersebut sudah 

menjadi hak bagi setiap penerima manfaat Raskin dan sudah menjadi 

ketetapan pemerintah. 

c. Tepat harga 

Harga Raskin adalah sebesar Rp 1,600/kg di titik distribusi. Harga 

tersebut merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

d. Tepat waktu 

Menurut Pedoman Raskin, ketepatan waktu pelaksanaan distribusi 

kepada RTS-PM tercapai apabila penyaluran Raskin dilaksanakan 

sesuai dengan rencana distribusi yang telah ditetapkan oleh Bulog. 

 
50 Harianto, Pendapatan Harga dan Kosumsi Beras, (Jakarta: Suryana, A. Dan S. 

Maerdianto, 2001), hlm 56-57. 
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e. Tepat administrasi 

Tepat administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan 

administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. 

Mekanisme Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) : 

 

Tim Koordinasi Raskin Puasat 

(Mentri coordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan) 

↓ 

Tim Koordinasi Raskin Provinsi 

(Gubenur bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin di wilayah 

dan membentuk tim koordinasi raskin provinsi) 

↓ 

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota 

(Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin di 

wilayahnya dan membentuk tim koordinasi raskin) 

↓ 

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan 

(Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin di wilayahnya 

dan membentuk tim koordinasi raskin kecamatan) 

↓ 

Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan Pemerintah Setingkat 

(Kepala desa/lurah/kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas 

pelaksanaan program raskin di wilayahnya)51 

 

 

 

 

 
51 Pedoman Umum (Pedum) raskin..., hlm 14-24. 
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4. Standar Distribusi Raskin Tepat Sasaran 

Secara bersama-sama pendidikan, jenis kelamin, umur, jumlah 

anggota rumah tangga, pendapatan, pekerjaan, lanta rumah dan lokasi 

mempengaruhi probabilitas suatu rumah tangga menerima raskin. 

Pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh negatif dan sangat 

nyata terhadap probabilitas penerimaan raskin. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan kepala rumah tangga maka probabilitas menerima raskin 

semakin berkurang. Hasil ini sesuai dengan dugaan sebelumnya bahwa 

pendidikan akan mengurangi peluang suatu rumah tangga menerima raskin. 

Rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki 

pengetahuan dan keahlian lebih tinggi, peluang bekerja dan membuka usaha 

ekonomi lebih besar sehingga tidak termasuk dalam kelompok rumah 

tangga penerima raskin.   

Jumlah anggota rumah tangga berpengaruh negatif  dan  sangat  nyata  

terhadap  probabilitas penerimaan raskin. Semakin banyak jumlah anggota 

rumah tangga maka probabilitas menerima raskin semakin berkurang. 

Secara teoritis, pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap peluang 

penerimaan raskin bisa positif maupun negatif. 

Pendapatan berpengaruh negatif dan sangat nyata terhadap 

probabilitas penerimaan raskin. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga 

maka probabilitas menerima raskin semakin berkurang. Rumah tangga 

dengan pendapatan lebih tinggi tidak termasuk kelompok rumah tangga 

penerima raskin.   

Pekerjaan utama kepala rumah tangga juga berpengaruh negatif dan 

sangat nyata terhadap probabilitas penerimaan raskin. Pekerjaan di bidang 

pertanian memiliki probabilitas lebih kecil untuk menerima raskin. 

Probabilitas raskin diberikan kepada rumah tangga non pertanian lebih 

besar. 
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Lantai rumah berpengaruh negatif dan sangat nyata terhadap 

probabilitas penerimaan raskin. Rumah tangga yang bangunan rumahnya 

masih berlantai tanah memiliki peluang lebih besar untuk menerima raskin 

dibandingkan dengan rumah tangga yang bangunan rumahnya sudah 

berlantai bukan tanah misalnya sudah di semen atau keramik. 

Keragaman dalam distribusi raskin juga dijelaskan oleh lokasi. 

Rumah tangga pedesaan memiliki peluang yang lebih besar untuk 

menerima raskin dibandingkan dengan rumah tangga perkotaan.52 

5. Standar Pendapatan Rendah Yang Ditetapkan 

Defenisi miskin dapat dilihat dari dua sudut pandnag, yaitu:53 

a) Kemiskinan menurut standar kebutuhan hidup layak. Kelompok ini 

berpendapat bahwa kemiskinan ini terjadi ketika tidak terpenuhnya 

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Kemiskinan ini juga disebut 

kemiskinan absolut. 

b) Kemiskinan menurut pendapatan. Pendangan ini berpendapat bahwa 

kemiskinan terjadi disebapkan oleh kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup layak.  

Sebelum pendistribusian Raskin dijalankan pihak yang terkait harus 

mengetahui kriteria atau ciri-ciri orang miskin. Kriteria orang miskin di 

Indonesia menurut badan pusat statisti (BPS) ada 14, yaitu:54 

a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang 8 m2 per orang. 

b) Jenis lantai  bangunan  tempat  tinggal  terbuat  dari  tanah/bamboo/kayu 

murahan. 

c) Jenis  dinding  tempat  tinggal  terbuat  dari bambu/rumbia/kayu  

berkualitas  rendah/tembok  tanpa  di plester. 

 
52 Jamhari, “Efektivitas Distribusi Raskin Di Perdesaan Dan Perkotaan Indonesia”, 

(Yogyakarta: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, 

2012), hlm 143-144 
53 Mapita, I, “Mengukur Kesmiskinan dan Dsitribusi Pendapatan”, (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2014) 
54 Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia, 2019. 
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d) Tidak memiliki fasilitas sanitasi. 

e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air 

hujan. 

g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/miyak 

tanah. 

h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam hanya satu kali dalam seminggu. 

i) Hanya membeli satu pakaian dalam satu tahun sekali. 

j) Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari. 

k) Tidak sanggup membayar pengobatan di pelayanan kesahatan. 

l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas 0,5 

ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau 

pekerjaan lainya yang berpendapatan Rp. 600.000 perbulan atau Rp. 

166.697 perkapita per bulan. 

m) Pendidikan kepala rumah tangga adalah: Tidak sekolah/tidak tamat 

SD/hanya SD. 

n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual bernilai Rp. 500.000, 

seperti: speda motor (kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau 

barang modal lainya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka satu rumah 

tangga dikatan miskin. 
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BAB TIGA 

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) 

DI KECAMATAN TAPAKTUAN MENURUT PERSPEKTIF 

FIQH MUAMMALAH 

 
A. Monografi Dan Deskripsi Kecamatan Tapaktuan 

1. Sejarah singkat 

 Tapaktuan, Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di 

provinsi Aceh. Aceh Selatan terletak pada daerah selatan maka dari itu 

dikatakan Aceh Selatan. Pembentukan Aceh Selatan baru disahkan undang-

undang nomor 7 tahun 1956 pada 4 november 1956. Aceh Selatan 

berbatasan langsung dengan samudra Hindia, iklim di daerah Aceh Selatan 

itu panas. Aceh Selatan berbatasan dengan Abdya (Aceh Barat Daya) di 

sebelah barat. Dan di sebelah timur, berbatasan langsung dengan kota 

Subulussalam dan Aceh Singkil. Serta di sebelah utara berbatasan dengan 

Aceh Tenggara. Kabupaten Aceh Selatan seperti terjepit karena diapit oleh 

pegunungan bukit barisan dan Samudra Hindia.52 

 Luasnya wilayah Aceh Selatan sekitar 7% dari luar Provinsi Aceh. 

Terdiri dari 18 kecamatan mulai dari Labuhan Haji Barat sampai ke Trumon 

Timur. Aceh Selatan banyak didiami oleh masyarakat minangkabau yang 

lebih dikenal dengan aneuk Jamee. Mereka telah merantau sejak Abad ke 

15. Kota Tapaktuan dari ketinggian, terlihat daerah Tapaktuan berbentuk 

teluk. Itulah kota Tapaktuan juga disebut Taluak. Pada zaman dahulu, ada 

kisah peperangan Tuan tapa dengan seekor naga. Kota Tapaktuan terlihat 

indah karena lokasinya yang dekat dengan laut, ciri khas dari kota 

Tapaktuan adalah adanya sepasang Tapak kaki yang berjalan seperti tapak 

orang yang melakah yang berbekas pada tanah nya dan sampai sekarang 

merupakan salah satu objek wisata di kota 

 
52 Aceh Selatan dalam Angka, Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Tapaktuan, 2005 
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Tapaktuan. Pada waktu itu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Teuku 

Tuan. Dalam sejarah, tidak diketahui darimana asal Teuku Tuan ini, tapi 

diceritakan bahwa Teuku Tuan adalah tokoh yang berperan dalam asal-usul 

dalam kota Tapaktuan. Teuku Tuan itu memiliki tinggi sekitar 7 meter. 

 Dia hidup menyendiri di sebuah lereng gunung, setiap hari 

manusia bertumbuh tinggi itu selalu berzikir di dalam gua. Setiap detiknya 

ia tidak pernah lupa menyebut nama Allah, dia sering mendapat firasat dan 

ilmu-ilmu gaib dari Allah karena sering mendekatkan diri kepada Allah 

dengan beribadah. Tapi Teuku Tuan itu disebut Tuan Tapa, karena ia sering 

bertapa di dalam gua.53 

2. Letak geografis 

Tapaktuan memiliki 2 Kemukiman, Kemukiman Hilir dan Hulu yaitu: 

Lhok Keutapang, Hilir, Padang, Hulu, Jambho Apha, Teupi Air, Air 

Berudang, Pasar, Lhok Bengkuang, Batu Itam, Panton Luas, Panjupian, 

Lhok Rukam, Air Pinang dan juga Lhok Bengkuang Timur. Dan  luas 

wilayah dari tempat penelitiana ini (100,73 Km2). 

Sedangkan  jumlah penduduk yang terdata di BPS kecamatan 

Tapaktuan tahun 2018:54 

Tabel  

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

117.335 116.421 233.756 

  

Jadi penelitian ini hanya diteliti pada Desa/gampong Hulu Kecamatan 

Tapaktuan, karena pada dasarnya sistem dan kinerja yang dilakukan oleh 

kantor-kantor Keuchik yang ada pada Kecamatan Tapaktuan sama. Peneliti 

mengambil tempat penelitian diDesa/Gampong Hulu karena peneliti lebih 

 
53 Data dan Dokumentasi Desa/Gampong Hulu kecamatan Tapaktuan Tahun 2018 
54 Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 
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mudah mengambil data yang diperlukan dan juga sudah beberapa kali 

peneliti bertanya masalah yang sering terjadi pada Desa/Gampong tersebut. 

3. Struktur organisasi  kantor keuchik Desa/Gampong Hulu 

a) Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai 

perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan 

pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas 

pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara 

formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang 

mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggung jawabkan 

oleh masing-masing perangkat. 

  Didalam sebuah lembaga mutlak dibutuhkan keberadaan bagian-

bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan atau instansi, 

agar masing-masing bagian dapat melakukan tugasnya dengan baik dan 

benar. Hal itu sama dengan kantor keuchik memiliki personalia yang 

mana pada setiap bagian telah memenuhi tugas yang harus dilaksanakan 

dan menjalankan kegiatan perusahaan agar dapat berjalan dan 

terorganisir dengan baik. 

Struktur organisasi pada Desa/Gampong Hulu: 

● Keuchik (Julizar Iskandar) 

● Sekretaris Gampong (Muhammad Iqbal) 

● Kepala Seksi Pemerintahan (Miza Nulhayat) 

● Kepala Seksi Kesejahteraan (Yulia Misnisa) 

● Kepala Seksi Pelayanan (Yurisa Marianti) 

● Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum  

● Kepala Urusan Keuangan (Muchlas Saputra) 

● Kepala Urusan Perencanaan (Ricky Multaza) 

● Staf Kebersihan (M.Nazlian Habibi) 

● Kepala Dusun I “HARAPAN” (Diki Iskandar) 
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● Kepala Dusun II “BAHAGIA” (Ellyzar) 

● Kepala Dusun III “SEJAHTERA” (Alfy Amry) 

b) Data kondisi kemiskinan 

Pada Bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 

839 ribu orang (15,97 persen), bertambah sebanyak 10 ribu orang 

dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang 

jumlahnya 829 ribu orang (15,92 persen). 

Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya terjadi 

penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 33 ribu orang (16,89 persen). 

Selama periode September 2017- Maret 2018 persentase penduduk 

miskin di Aceh mengalami kenaikan sebesar 0, 2 persen (dari 10, 42 persen 

menjadi 10, 44 persen), dan di daerah pedesaan mengalami kenaikan 0,13 

persen (dari 18, 36 persen menjadi 18,49 persen). 

Pada tahun 2019, garis kemiskinan kemiskinan di Aceh Selatan 

mencapai 369 107,00 (13,09 persen), bertambah sebanyak 1.800 orang 

dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2018 yang gasris 

kemiskinannya 351 288 00 (14,01 persen). 

Selama periode 2018-2019 persentase penduduk miskin di Aceh 

Selatan mengalami kenaiakan sebesar (dari 14,01 persen menjadi 13,09 

persen).55 

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih 

besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, 

sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan 

Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Juli 2018 tercatat mengalami 

kenaikan. 

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis 

Kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras. Sedangkan 

 
55 Badan Pusat Statistik (BPS) “Dalam Angka Terbaru 2018” 
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komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis 

Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, 

listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.56 

4. Kondisi ekonomi tapaktuan  

Mayoritas masyarakat tapaktuan bertumpu pada sektor instansi 

pemerintah. Hasil pertanian dan perkebunan yang cukup menonjol di 

daerah tapaktuan adalah buah pala dan dijadikan suatu pendapatan, seperti 

di olah menjadi manisan pala, sirup pala dam lain-lain. 

 

B. Implementasi Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Yang Dilakukan 

Oleh Pihak Kantor Keuchik Kecamatan Tapaktuan 

1. Perencanaan yang dilakukan oleh pihak desa/gampong 

 Pada awal tahun 2018 bantuan beras miskin (Raskin) berubah 

menjadi bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra), dimana penyaluran 

bansos pangan sesuai dengan Keputusan Menteri sosial RI No.04/ 

HUK/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Penempatan Perubahan 

Jumlah KPM Serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera 

(Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018. 

Keputusan RI No. 09/HUK/2018 Tanggal 10 Januari 2018 tentang 

Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2018 oleh 

Perum BULOG. 

 Sehubungan dengan pernyataan di atas, pemerintah 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan Bansos Rastra agar memperhatikan 

hal-hal berikut: 

a) Penyaluran kepada penerima manfaat (KPM) dilaksanakan setiap 

tanggal 25 bulan berjalan. 

 
56 Badan Pusat Statistik (BPS) “Aceh Selatan Dalam Angka Terbaru 2018”  
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b) Beras disalurkan tanpa biaya tebus, sebanyak 10 kilogram per KPM, 

kualitas Medium (derajat sosoh 95% kadar air maksimal 14% dan butir 

patah maksimal 25% 

c) Perum Bulog melakukan penyaluran sampai Titik Distribusi. 

d) Agar penyaluran berjalan dengan baik, kiranya saudara dapat 

memastikan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten/Kota 

berkoordinasi dengan Perum BULOG setempat, untuk melakukan 

penyaluran secara tepat sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan 

administrasi.57 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes dan KAUR Raskin pada 

kantor Keuchik kecamatan tapaktuan menjelaskan: 

“Proses pelaksanaan pembagian Raskin berawal dari panggilan Kadus-Kadus 

pada setiap dusun yang terdapat pada Gampong, panggilan tersebut atas 

perintah dari Kepala Desa/Gampong. 

Kemudian Kepala Desa/Gampong meminta kepada Kadus-Kadus dari 

setiap dusun untuk mendata siapa-siapa yang digolongkan berhak menerima 

Raskin, dengan itu Kadus-Kadus dari setiap Dusun untuk memilih orang-

orang yang digolongkan berhak menerima Raskin untuk diserahkan kepada 

pihak kantor Keuchik untuk dibuat data”58 

 

 Dari hasil wawancara menunjukan bahwasanya pada proses 

pelakasanaan pembagian Raskin sudah baik, karena sudah menjalankan 

peran-peran aparatur gampong untuk mendata masyarakat miskin pada 

Desa/Gampong Hulu tersebut. Menurut peneliti hanya saja kurang-nya 

keterbukaan dalam proses pelaksanaan Raskin tersebut, menyebapkan 

masyarakat kurang memahami dengan pengambilan data untuk Raskin ini. 

 Seharusnya Kepala Desa juga harus melibatkan PKH dalam mendata 

keluarga-keluarga yang di katagorikan miskin, karena dalam perencanaan 

untuk pendataan keluarga miskin Kepala Desa menghimbau/bermusyawarah 

 
57 Keputusan Menteri Sosial RI tentang Penyaluran Bansos PanganTahun 2018. 
58 Hasil Wawancara Julizar Iskandar dan Muhammad Iqbal Selaku KD dan Aparatur 

Desa/Gampong, 18 Desember 2021. 
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untuk mendata keluarga-keluarga miskin yang akan mendapatkan jatah 

Raskin, tetapi apakah Kadus-Kadus tersebut paham dengan standart yang di 

katagorikan miskin, maka itu harus diperlukan PKH (Program Pemberi 

Bantuan) untuk ikut mendata keluarga yang di katagorikan miskin, peneliti 

mengharapkan Kepala Desa melakukan pertemuan untuk bermusyawarah 

dengan Kadus dan juga PKH untuk kejelasan keluarga yang bias di 

katagorikan miskin. 

 Jadi terhadap perencanaan Raskin ini ada beberapa hal yang harus 

perhatikan oleh Kepala Desa walaupun secara teknis Kadus tersebut sebagai 

yang mewakilkan masyarakat di dusunnya, namun ada beberapa hal yang 

harus dikritisi adalah disana jugak terdapat PHK sebagai perwakilan dari 

Kementrian sosial dalam mendata keluarga miskin yang berhak menerima 

Raskin ini. Dan ini dapat data penunjang oleh Keuchik dalam menentukan 

keluarga yang berhak menerima Raskin, kemudian juga sebagai indikator 

kemiskinan, dikhawatirkan Kadus-Kadus tersebut kurang memahami dan 

jugak selama ini yang peneliti bertanya tidak ada pelatihan mengenai 

kemiskinan ini. 

 Karena yang terjadi di lapangan yang peneliti lihat Kadus-Kadus tersebut 

dalam mendata keluarga miskin hanya dengan bertanya dengan 

masyarakatnya siapa yang merasa di katagorikan miskin, siapa 

keluarga/masyarakat yang merasa dirinya miskin maka ia memberi tahu 

Kadus nya untuk didata. 

2. Pelaksanaan program beras miskin (Raskin) di Desa/Gampong Hulu 

 Dalam pelaksanaan program Raskin dapat dilakukan melalui beberapa 

tahapan seperti dibawah ini: 

a) Sosialisasi 

  Sosialisasi tentang Raskin kepada masyarakat terutama kepada 

pelaksana dan juga kepada Rumah Tangga Miskin. Dalam proses 

implementasi kebijakan terdapat indikator-indikator pelaksanaan, salah 
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satunya adalah sosialisasi. Hal ini berupa semacam seminar atau spanduk 

dan rako rutin per bulan di tingkat kota, kecamatan dan gampong. Seperti 

yang diungkapkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) dalam hasil wawancara bahwa: 

“Pemerintah kabupaten selalu memprogramkan kegiatan sosialisasi 

tentang program dan mekanisme penyaluran Raskin setiap tahun. Pada 

awal tahun 2018, kami sudah melakukan tiga kali sosialisasi guna 

untuk menambah pemahaman masyarakat tentang bantuan Raskin 

tersebut. Sosialisasi juga diselenggarakan oleh kecamatan setahun 

sekali untuk Gampong. 

Kami juga mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang Raskin, 

bentuk dari sosialisasinya adalah pertemuan di Balai Gampong. Dalam 

pertemuan tersebut dibahas semua tentang Raskin. Selain sosialisasi 

masih ada cara yang bisa digunakan untuk mengatasi atau menghindari 

dari masalah yang berhubungan dengan Raskin, caranya yaitu dengan 

meningkatkan koordinasi antara pendistributor/pengawas, pelaksana 

kebijakan, dan juga masyarakat miskin. Artinya adanya hubungan kerja 

yang baik dan juga adanya komunikasi yang baik antara ketiga 

kelompok tersebut. Sehingga kelompok sasaran bisa mengetahui 

keberadaan dan juga fungsi dari raskin, serta bisa membantu 

mengawasi proses pelaksanaan pembagian raskin”59 

 

 Jadi terhadap kebijakan pemerintah kabupaten mengenai Raskin 

ini sudah baik, karena mereka juga melakukan musyawarah atau 

pertemuan di balai desa dengan masyarakat untuk membahas mengenai 

Raskin ini, hanya saja perlu beri lebih ilmu mengenai kemiskinan kepada 

Kadus-Kadus yang terdapat di kantor Keuchik, bila perlu buat pelatihan 

kusus kepada Kadus-Kadus yang ada pada kantor Keuchik di setiap 

Desa/Gampong agar data yang diambil oleh Kadus untuk jatah penerima 

Raskin lebih akurat dan tepat sasaran dalam pembagianya. 

b) Pendataan  

  Setelah dilakukannya sosialisasi maka proses selanjutnya adalah 

pendataan. Pendataan ini bertujuan untuk mendapatkan daftar nama 

 
59 Hasil Wawancara Dengan TKSK Kabupaten Aceh Selatan, 18 Desember 2021 
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kelompok saran. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun 

menyampaikan bahwa : 

“Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu persoalan data yang 

diberikan tidak sesuai dengan nama masyarakat yang seharusnya 

berhak menerima bantuan raskin. Mengenai persoalan data penerima 

Raskin mengambang sampai saat ini. Karakteristik warga miskin itu 

sebenarnya yang mengambang dan kami juga tidak tahu bagaimana 

BPS menentukan kriteria warga yang berhak menerima bantuan Raskin 

karena data yang kami terima saat ini tidak sesuai dengan kondisi 

dilapangan. Hal ini berdampak pada reaksi warga terhadap aparatur 

Gampong yang dinilai curang. Oleh karena itu setiap pembagian 

Raskin kami juga harus bermusyawarah terlebih dahulu. Sedangkan 

untuk proses pergantian data penerima Raskin kami sudah kirimkan ke 

kecamatan beberapa kali, namun sampai saat ini belum ada perubahan 

data”.60 

 

Oleh karena itu di Gampong jumlah Penerima Raskin disepakati 

melalui hasil musyawarah antara Kepala Dusun masing-masing. 

Jumlah Penerima Raskin haruslah orang-orang yang benar-benar 

membutuhkan bantuan ini. Kepala Dusun bekerjasama untuk mendata 

keluarga-keluarga yang ada di Gampong. Sehingga nantinya bisa 

ditemukan kelompok sasaran yang tepat. Hasil dari pendataan ini 

diserahkan kepada pihak kantor Keuchik lalu ke Kecamatan yang 

kemudian akan diserahkan kepada pihak Kabupaten, setelah diteliti 

oleh Kabupaten Aceh Selatan, data tersebut dikembalikan lagi ke 

Kecamatan yang kemudian diserahkan kembali ke Gampong masing-

masing. 

c) Pendistribusian  

Setelah ditetapkan dan disahkan jumlah Penerima Raskin oleh Dinas 

Sosial maka proses selanjutnya yang akan dilewati oleh Kepala Urusan 

(KAUR) Raskin adalah proses pendistribusian Raskin dari BULOG ke 

 
60 Hasil Wawancara Dengan Julizar Iskandar Selaku KD Gampong Hulu, 18 Desember 

2021. 
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Kecamatan, disinilah beras yang telah diambil dari gudang Bulog yang 

sudah berada di gudang beras Kecamatan akan dibagikan kepada 

penerima Raskin sesuai dengan ketentuan berat timbangan yang telah 

ditetapkan. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan pihak 

Kepala Urusan Desa/Gampong bahwa: 

“Pendistribusian beras miskin (Raskin) tidak ada masalah hanya saja 

pada penetapan orang yang berhak menerima raskin tersebut dan juga 

terkadang ada keterlambatan pada pendistribusian” 

 

 Jadi terhadap apa yang telah disampaikan Kepala Dusun kepada 

peneliti mengenai pendistribusian raskin yang ada di Desa/Gampong Hulu 

masih ada masalah yang harus di perhatikan lagi. Menurut peneliti harus 

ada keterbukaan dari kantor Keuchik dengan masyarakat mengenai Raskin 

ini agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak ada keluarga miskin yang 

tidak mendapatkan jatah Raskin tersebut, karena hasil dari pembicaraan 

peneliti dengan masyarakat masih ada keluarga yang seharusnya 

mendapatkan jatah Raskin justru tidak mendapatkan, bahkan ada keluarga 

miskin yang tidak tahu dengan informasi mengenai Raskin ini. 

 Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) 

adalah sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah 

upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin 

sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan 

memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 

kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 

1.600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Penerima Raskin di Gampong 

Ujong Patihah mulai awal 2018 ini dapat mengambil jatah berasnya 

berdasarkan periode pembagian Raskin yaitu sebulan sekali dengan jumlah 

timbangan sebanyak 10 Kg. 

 Melihat kenyataan diatas maka perlu untuk dipertanyakan apakah 

dengan jumlah Raskin yang dibagikan setiap Kepala Keluarga (KK) 
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sebanyak 10 Kg untuk sebulan dengan periode pembagian setiap bulan 

sekali ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kelompok sasaran 

Raskin. Untuk hal ini peneliti menemukan jawaban atas pertanyaan diatas 

dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap kelompok sasaran, PE 

merupakan masyarakat penerima Bansos Rastra yang masuk kedalam data, 

PE berusia 42 tahun pendidikan terakhirnya yaitu tamatan SMP. Saat ini 

beliau bekerja sebagai buruh cuci baju dan IRT biasa, Mengatakan dalam 

wawancara bahwa: 

“PE tidak terlalu tahu mengenai Bantuan Beras Miskin (Raskin) atau 

Bansos Rastra, ia menerima bantuan Raskin selama ini atas pemberitahuan 

dari pihak kantor Keuchik yang menyatakan bahwa PE harus ambil beras 

raskin di gudang Kantor Keuchik. PE juga mengatakan ia sudah sejak 

lama menerima bantuan beras miskin hanya saja jika tahun lalu ia 

mendapatkan 5 kg, tetapi sekarang jumlah yang ia terima 10 kg dan tidak 

dipungut biaya apapun. PE sejauh ini belum pernah mengetahui dan 

mengikuti sosialisasi bantuan beras miskin, PE berharap jika bantuan 

beras miskin tahun depan naik menjadi 15 kg per KK. Mereka 

menyampaikan jika 10 kg yang ditetapkan dari pusat mereka masih 

kekurangan”.61 

 

Jadi terhadapa pengakuan dari salah satu masyarakat yang 

mendapatkan Raskin tersebut peneliti menyimpulkan, masih banyak 

kurangnya pemahaman mengenai Raskin ini, masyarakat hanya mengikuti 

arahan dari kantor Keuchik bagaimana mengenai Raskin ini dan tidak 

bertanya bagaimana prosedur yang sebenarnya dalam peraturan yang ada. 

Jawaban yang sama juga didapatkan dari beberapa kelompok sasaran 

dari Dusun yang berbeda, mereka merasakan bahwa dengan bantuan beras 

yang diperoleh sudah cukup membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan 

pokok mereka. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari penerima Raskin 

tidak hanya mengandalkan Raskin saja dalam memenuhi kebutuhan beras 

 
61 Hasil Wawancara Dengan Pipit Erawati Selaku Penerima Manfaat Raskin, Jum’at 18 

Desember 2021.  
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dalam keluarga. Setiap kelompok sasaran memiliki pekerjaan masing-

masing seperti pekerja serabutan, berkebun, mengelola batu bata dan 

beternak walaupun penghasilannya tidak besar tetapi bisa untuk sedikit 

membantu perekonomian mereka sendiri. 

3. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kantor Keuchik di Desa/Gampong 

Hulu 

 Pengawasan adalah salah satu cara yang digunakan pihak 

implementor untuk mengatur sistem kerja dari pelaksanaan kebijakan. 

Disini pengawasan digunakan untuk memastikan indikator kinerja program 

Raskin berjalan dengan lancar, digunakan untuk memonitoring, evaluasi, 

pengawasan, dan pengaduan masyarakat. 

Pengawasan dalam menentukan indikator kinerja program Raskin 

ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu: 

1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat Raskin hanya diberikan kepada RTS, 

dari data BPS yang telah diverifikasi dalam pertemuan tingkat Gampong. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada warga yang tidak 

mendapatkan beras dan masih tergolong miskin disebabkan oleh jumlah 

Pagu yang sudah di tentukan dikarenakan jumlah rakyat yang termasuk 

dalam golongan miskin di setiap Gampong jumlahnya relatif. 

2) Tepat Jumlah: Tiap RTS mendapatkan 10 kg per bulan selama 12 bulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam 

pembagian jumlah beras kepada RTS 

3) Tepat Harga; yaitu Rp 1.600/kg di titik distribusi. Hasil penelitian tiap 

RTS banyak keluhan, dikarenakan banyak meminta disarankan pada 

pembagian raskin untuk di buat menjadi gratis. 

4) Tepat Waktu yaitu sesuai dengan rencana (jadwal) distribusi. Hasil 

penelitian: distribusi beras ke RTS biasa terlambat sebab Perum BULOG 

terlambat dalam proses pendistribusiannya ke Gampong sehingga pihak 
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Gampong biasanya memberi jatah beras dengan tiga kali pada bulan 

selanjutnya. 

5) Tepat Kualitas: kondisi beras baik, sesuai dengan standar kualitas beras 

Pemerintah. Hasil penelitian beras raskin yang dijual kepada masyarakat 

dianggap masih kurang baik walaupun sudah sesuai standar kualitas 

menurut pemerintah, dikarenakan kualitas yang masih kurang baik 

menurut masyarakat, banyak dari mereka yang menjualnya kembali dan 

membeli beras yang kualitas-nya baik di tempat penjualan beras. 

6) Tepat Administrasi; terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar 

dan tepat waktu. Hasil penelitian: baik warga maupun Pemerintah tidak 

pernah memiliki tunggakan pembayaran kepada Perum BULOG. 

 Selama proses pengendalian tim pengawasan mengadakan 

monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui proses 

pelaksanaan program Raskin apakah tepat dengan rencana yang ada dalam 

kebijakan. 

 Pada saat proses pendistribusian akan ada pengawasan untuk 

Gampong/Desa Hulu pengawasan dilakukan oleh pihak desa sendiri dan 

dibantu oleh masyarakat. Untuk di daerah Gampong pengawasan dipandang 

tidak terlalu penting, karena disini mereka masih menggunakan prinsip 

kepercayaan penuh kepada individu yang dianggap memang pantas dan 

tidak mungkin melakukan kesalahan. Oleh sebab itu pada proses 

pendistribusian Raskin tidak terlalu terlihat peran pengawas dalam 

menjalankan pengawasan dalam pembagian Raskin. 

a) Pelaporan  

 Jika dalam pendistribusian terjadi kesalahan, penyimpangan atau 

kondisi pendistribusian yang tidak kondusif maka tim pengawas akan 

memberikan laporan kepada pihak kecamatan dan kabupaten. Begitu juga 

jika ditemukan kondisi beras yang tidak layak konsumsi maka KAUR 

Raskin akan langsung melapor dan menukar beras pada pihak Bulog. Bukan 
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hanya itu saja, pada saat proses pendistribusian Raskin telah selesai 

dilaksanakan maka KAUR Raskin akan memberikan laporan kepada pihak  

kecamatan. Jika seluruh tahapan dalam proses Raskin bisa dilaksanakan 

dengan lancar dan baik tanpa ada kendala dan hambatan yang berarti maka 

proses pendistribusian Raskin akan dianggap sukses dan selesai sesuai 

dengan target yang telah direncanakan. 

 Dari hasil penelitian tidak ada masyarakat yang melaporkan mengenai 

Raskin, tidak ada permasalahan apapun yang dilaporkan masyarakat yang 

terkait dengan Raskin tersebut. Dan juga tanggapan dari pihak kantor 

kechik mengenai Raskin jugak tidak ada, hanya saja terkadang tidak terlalu 

peduli dengan raskin ini, siapapun yang mendapatkan raskin tidak menjadi 

tanggapan dari pihak kantor keuchik, karena penetapan nya juga di saring 

lagi pada kecamatan maupun Dinsos.  

 Desa/Gampong Hulu dibawah tanggung jawab dari Kepala Desa, 

sedangkan yang menjalankan program tersebut adalah Aparat Desa, yang 

ditunjuk oleh Kepala Desa dan juga masyarakat melalui Musyawarah 

Mufakat. 

 Kemudian dibantu oleh Kepala Dusun masing-masing Dusun. 

Melalui musyawarah tersebut diperoleh satu orang yang menjadi pelaksana 

inti penyaluran Raskin di Desa/Gampong Hulu yang di bentuk Kepala 

Urusan Raskin (KAUR). Implementator dan aparat pelaksana kebijakan 

RASKIN belum memiliki tenaga terampil dan memadai. Untuk 

Desa/Gampong Hulu penentuan Pelaksana Pembagian Raskin ditentukan 

melalui Musyawarah Desa tentunya ditetapkan berdasarkan kompetensi dan 

kesedian dari individu ditunjuk. 

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kelancaran 

pendistribusian Raskin di Desa/Gampong Hulu umumnya dilihat 

merupakan daerah dataran, dengan jarak yang sangat dekat dengan pusat 

pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan dengan akses jalan yang strategis. 
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Selain itu dibanding wilayah Gampong lain, ditunjang dengan faktor 

internal yang mendukung pelaksanaan program-program Raskin yaitu 

tingginya partisipasi masyarakat dalam tingkat antusiasme yang tinggi RTS 

terhadap Raskin dan didukung oleh wilayah yang strategi. 

Faktor penghambat implementasi program Raskin di Desa/Gampong 

Hulu yaitu terdiri dari: 

a) Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri SDM, seperti 

faktor pengetahuan, pengaduan masyarakat dan faktor kecemburuan 

sosial, karena masyarakat yang ingin Raskin dibagikan Rata. Hubungan 

antar lembaga yang menjadi tidak saling terbuka. 

b) Faktor Eksternal seperti: 

1) Kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses 

penyaluran Raskin. 

Pengawasan dalam hal ini mengacu pada pelaksanaan 

monitoring oleh pihak otoritas yang memiliki wewenang dalam 

proses penyaluran beras untuk rakyat miskin tersebut, yaitu pusat 

kepada provinsi, provinsi kepada kabupaten/kota, dan seterusnya 

hingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan terhadap 

pelaksanaan distribusi Raskin oleh pihak kelurahan kepada 

masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukan sudah dengan tidak 

adanya pengawasan yang jelas dari pihak yang memiliki otoritas 

dalam penyaluran beras miskin justru malah menimbulkan sumber 

masalah baru pada proses penyaluran beras miskin kedepannya dan 

oleh karena itu peran seluruh aparat pemerintah di kelurahan maupun 

kecamatan dan instansi yang terkait dalam proses penyaluran raskin 

harus lebih dioptimalkan. 

2) Kurangnya Koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksana Raskin 

Ada permasalahan koordinasi yang tidak jelas antara pelaku 

proses distribusi beras Raskin bisa juga dikarenakan adanya tumpang 
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tindih tugas dan fungsi sehingga kadangkala terjadi kemajemukan 

terhadap tugas yang seharusnya mereka kerjakan di karena setiap 

pihak saling mengharapkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun 

yang sering menjadi korban dalam hal ini adalah Rumah Tangga 

Miskin sasaran Raskin yang tidak mendapatkan informasi yang jelas 

tentang pelaksanaan distribusi beras, pernyataan tersebut juga 

didukung dari hasil wawancara dengan seorang warga penerima beras 

Raskin yaitu AR, bahwa: 

“Kami dari masyarakat Desa/Gampong Hulu kadang kala merasa 

pusing dari pihak Gampong dan Kecamatan, karena tidak terdapat 

kejelasan informasi, ketika saya bertanya ke pihak Gampong tentang 

distribusi beras Raskin justru mereka menyuruh kami untuk 

meminta keterangan ke pihak Kecamatan dan begitupun sebaliknya 

pihak Kecamatan kembali menyuruh kami ke Gampong 

dikarenakan pihak Desa/Gampong Hulu yang menjadi stok 

penyimpanan beras Raskin tersebut”62 

 

Jadi dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang 

ada Desa/Gampong Hulu pada umum-nya semua masyarakat masih 

banyak yang belum paham dengan prosedur menurut peraturan yang 

ada mengenai pembagian Raskin ini, jadi menurut peneliti, Kepala 

Desa harus lebih terbuka bila perlu lakukan musyawarah dengan 

masyarakat untuk sekalian memberikan pengetahuan mengenai 

Raskin tersebut agar masyarakat tidak merasa bingung dengan 

kebijakan pemerintah. 

Sehingga dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak Gampong dan Kecamatan mengakibatkan munculnya masalah 

lain, peran seluruh aparat Pemerintah di Kecamatan, Gampong dan 

instansi yang terkait dalam proses penyaluran Raskin harus lebih 

dioptimalkan. 

 
62 Hasil Wawancara (Abdurrahman) Pada Tanggal, 18 Desember 2021. 
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3) Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin 

yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dalam 

pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat 

yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak 

miskin yang menjadi penerima Raskin dan adanya rumah tangga 

miskin yang belum menjadi penerima Raskin, adapun beberapa faktor 

yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan sasaran itu adalah : 

● Data penerima raskin di tingkat Gampong adalah data yang 

dikeluarkan oleh pihak BPS yang seharusnya bekerja sama 

dengan pihak Gampong, karena pihak Gampong akan lebih tahu 

siapa saja warganya yang bisa digolongkan sebagai calon 

penerima raskin, hal tersebut tentu saja merugikan keluarga 

miskin yang seharusnya mendapatkan raskin tersebut. 

● Cukup tingginya subjektivitas  dan juga ketua-ketua SLS (Satuan 

Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftar rumah tangga 

miskin sehingga hanya melihat dari segi fisik masyarakat tersebut 

seperti kondisi rumah, harta benda, bahkan kendaraan padahal 

indikator tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam memberikan 

persepsi tentang kemiskinan. 

● Dalam kependudukan tentu saja sering terdapat fase atau proses 

fertilisasi, mortalitas dan migrasi, yang tentu saja dapat 

mempengaruhi proses pendataan Rumah Tangga Miskin baik 

oleh pihak BPS Kabupaten Aceh Selatan atau oleh pihak 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan dan Desa sehingga 

ada kalanya data harus diperbaharui agar bisa dijadikan pedoman 

dalam pendistribusian beras miskin tersebut. 

● Prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan 

secara seksama hal tersebut dikarenakan data masyarakat miskin 

diambil dari hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh 
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Selatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 5 Tahun sekali 

yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015, jadi data RTS yang 

di pakai masih berasal dari tahun 2015, padahal kemiskinan 

sendiri bersifat relatif artinya dalam kurung bulan saja seseorang 

sudah bisa beralih dari miskin menjadi sejahtera, ataupun 

sebaliknya dari sejahtera hingga jatuh miskin. 

● Dari pihak Pemerintah Kecamatan kadangkala tidak jeli dalam 

melihat atau mendata masyarakat yang akan menjadi penerima 

manfaat Raskin, sehingga sering terjadi kesalahan ada kalanya 

masyarakat yang tidak tergolong miskin juga ikut menikmati 

beras Raskin tersebut. 

Demikian juga yang dikemukakan dalam wawancara oleh Sekretaris 

Desa (Sekdes) Gampong Hulu: 

“Penerima Raskin di fokuskan pada sasaran yang digolongkan 

miskin sekali, dikarenakan kemiskinan bersifat majemuk jadi di 

Gampong Ujong Patihah warga yang betul-betul digolongkan 

miskin sekali yang diutamakan dan apabila masih ada kuota yang 

tersisa maka akan disisakan kepada golongan kedua yakni miskin, 

tapi sebelumnya pihak Gampong masih berpedoman pada data dari 

BPS Kabupaten Aceh Selatan karena sebagai pihak yang diberi 

wewenang dari Pemerintah pusat dan pihak Gampong yang 

mengkaji ulang atau merevisi kembali data dari BPS dengan 

menunjuk salah satu dari pihak Gampong dan di bantu oleh kepala 

Dusun setempat yang dianggap mengetahui kondisi riil yang ada 

di lapangan”.63 

 

Sedangkan oleh warga Seperti di Desa/Gampong Hulu sendiri 

memiliki pendapat bahwa: 

“Pada proses pelaksanaan Raskin di Desa/Gampong Hulu sudah 

bagus tapi masih ada Kepala Keluarga yang tidak masuk daftar 

 
63 Hasil Wawancara Dengan Muhammad Iqbal (Sekdes Desa/Gampong Hulu), Pada 

Tanggal, 18 Desember 2021. 
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penerima Raskin padahal bisa dikatakan mereka tergolong 

miskin”.64 

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya masyarakat paham siapa sasaran Raskin (RTS) akan 

tetapi karena kondisi masyarakat, maka para pelaksana berdasarkan 

kesepakatan warga mengambil kebijakan untuk membagi rata jatah 

Raskin pada semua warga. Pembagian jatah Raskin secara merata 

ini sebetulnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kesalahan 

dalam proses pendataan terhadap keluarga miskin. Persoalan akan 

muncul apabila terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di 

suatu wilayah. Ketika jatah Raskin didasarkan pada sistem alokasi 

maka akan terjadi mekanisme pengurangan jumlah beras yang 

diterima akan tetapi kemungkinan akan terjadi penurunan kualitas 

beras yang dibagikan. 

Penentuan RTS yang dapat menerima Raskin sudah diputuskan 

oleh Gampong yaitu dari BPS, berupa kartu yang sudah ada nama 

dan alamatnya, Tetapi ada warga miskin yang tidak dapat Raskin. 

Sebaliknya warga yang cukup mampu mendapatkan kartu sehingga 

terjadi keresahan, Untuk mengatasi masalah ini Kepala Desa 

berperan dalam mengatur pembagian Raskin kepada warganya. 

4) Kurangnya sosialisasi dalam rangka penyaluran Raskin 

 Permasalahan yang muncul menyangkut penargetan dan 

penyaluran program beras miskin terkait dengan lemahnya 

sosialisasi program. Disini seharusnya dari pihak Kecamatan atau 

Gampong memberikan wewenang pada masing-masing Kepala 

Dusun yang ada di Gampong dalam menentukan siapa saja warga 

yang berhak menjadi RTS, sehingga tidak hanya berpatokan pada 

 
64 Hasil Wawancara Dengan Budi Darma (Masyarakat Penerima Raskin), Pada Tanggal 

18 Desember 2021. 
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data yang diterima oleh BPS dan minimnya sosialisasi pada tahap 

pendataan. 

 Seperti permasalahan yang muncul menyangkut penargetan dan 

penyaluran Program Beras Miskin terkait dengan lemahnya   

sosialisasi program. Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris 

Desa (SEKDES) Desa/Gampong menyatakan: 

“Lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai 

dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi 

kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun 

sosialisasi untuk jajaran Pemda dilakukan, namun agak terlambat 

dan informasinya ke masyarakat hanya tentang rencana 

pendataan”.65 

Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia tidak 

diinformasikan secara luas kepada masyarakat. Di pihak lain, kurangnya 

sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya salah persepsi 

dan kecemburuan sosial. 

 

C. Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Prosedur Pendistribusian Beras 

Miskin (Raskin) Di Kecamatan Tapaktuan 

 Dilihat dari penyaluran pembagian beras Miskin (Raskin) di 

Desa/Gampong Hulu Kecamatan Tapaktuan yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa ada beberapa konteks permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian 

sehingga menimbulkan masalah yang berhubungan dengan Fiqh Muammalah 

(Al-Maslahah). Maka penulis meneliti ada hubungannya dengan masalah yang 

ada di Desa/Gampong Hulu Kecamatan Tapaktuan dalam penyaluran dan 

pembagian beras miskin (Raskin) yang dengan menggunakan konsep Al-

Maslahah. 

 
65 Hasil Wawancara Dengan Muhammad Iqbal (Sekdes) Desa/Gampong Hulu, 18 

Desember 2021. 
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 Maka demikian dalam persoalan distribusi penyaluran beras miskin 

(Raskin) konsep al-maslahah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan 

ataupun menghindari kerusakan. Ketidakadilan dalam pembagian beras miskin 

(Raskin) itu sendiri dimana semua kalangan masyarakat baik miskin maupun 

tidak miskin dapat menikmatinya. Karena keadilan sesungguhnya dalam islam 

yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil suatu yang bukan 

haknya merupakan cermin ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian 

beras miskin (Raskin) tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan 

karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan seharusnya 

diutamakan yang lebih pantas menerima beras miskin (Raskin). 

 Dari uraian diatas keadilan sangatlah penting dalam pendistribusian, 

termasuk dalam pendistribusian pembagian beras miskin (Raskin) di 

Desa/Gampong Hulu yang merupakan adanya ketidakadilan. Keadilan adalah 

pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, keadilan 

juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau memihak 

kesalah satu pihak. Memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak harus 

diperolehnya mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan 

tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak 

sewenang-wenang. 

 Maka yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian beras miskin di 

Desa/Gampong Hulu dibagi rata baik orang kaya maupun miskin mendapatkan 

beras miskin (Raskin) ini merupakan perbuatan yang tidak adil ataupun 

mendatangkan kerusakan dalam sistem penyaluran beras miskin (Raskin), ini 

pastinya bertentangan dengan hukum islam dimana dalam islam mengajarkan 

bahwa dalam pendistribusian harus adil tidak memihak kesalah satu pihak. Jadi 

pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa/Gampong tidak memenuhi 

konsep keadilan dalam Islam maupun kosep al-maslahah.  

 Dalam praktek distribusi bagi rata Raskin di Desa/Gampong Hulu, hak 

untuk mendapatkan beras tersebut termasuk ke dalam hak yang diartikan 
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sebagai kekuasaan atas suatu barang karena objek yang menjadi hak dari 

permasalahan tersebut adalah beras. Raskin adalah suatu barang yang akan  

berada dalam kekuasaan orang yang menerimanya yaitu hak bagi orang-orang 

miskin. 

 Apabila dilihat dari esensi program Raskin tersebut yaitu untuk 

mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah yaitu 

masyarakat miskin dan rentan miskin dalam bentuk bantuan beras dengan 

harga murah, maka dapat diketahui bahwa beras Raskin milik masyarakat 

miskin sehingga masyarakat yang tidak miskin yang juga menerima Raskin 

sama artinya mereka telah mendapatkan ketidakadilan. 

 Raskin di Desa/Gampong Hulu yang dibagikan secara tidak merata 

kepada semua masyarakat telah menyebabkan berkurangnya jatah beras dan 

orang yang tidak berhak mendapatkan beras miskin (Raskin) yang diterima 

oleh masyarakat yang berhak menerimanya yaitu masyarakat yang 

berpenghasilan rendah (miskin dan rentan miskin) dan juga ada masyarakat 

yang bukan haknya tetapi terpilih dalam daftar penerima Raskin. Hal ini jelas 

merugikan masyarakat yang berhak menerima Raskin karena kebutuhan akan 

berasnya menjadi tidak terpenuhi secara semestinya. Dengan demikian, 

praktek pendistribusian Raskin secara merata telah menghilangkan 

kemashlahatan dan mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat yang 

seharusnya menerima Raskin secara utuh. 

 Dengan dibagikannya Raskin secara merata kepada semua rumah 

tangga, maka beras yang seharusnya diterima oleh rumah tangga miskin 

sebesar 15 Kg menjadi berkurang yang berarti jumlah yang diterimanya juga 

berkurang. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa mekanisme distribusi 

Raskin seperti yang terjadi di Desa/Gampong Hulu tidak diperbolehkan 

menurut hukum Islam. 

 Selain itu, berdasarkan penelitian penulis bahwa sebagian besar 

masyarakat miskin di Desa/Gampong Hulu tidak mengetahui dengan detail 
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tentang Raskin, baik jumlah, harga, pemilihan daftar penerima maupun 

sasarannya menurut Pedum, Juklak, dan Juknis Raskin. Ketidaktahuan tersebut 

menyebabkan masyarakat miskin menerima begitu saja Raskin yang dibagikan 

meskipun sebenarnya jumlah beras tersebut jauh lebih sedikit dibanding 

dengan jumlah yang seharusnya mereka terima. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan warga miskin, mereka mengaku 

bahwa mereka tentu hanya menerima begitu saja kebijakan Keuchik mengenai 

jumlah beras yang mereka terima dan siapa-siapa saja yang termasuk dalam 

daftar penerima Raskin. Apabila Keuchik menyuruh mereka mengambil beras 

5 kg, maka mereka juga akan mengambil beras 5 kg begitu saja tanpa berfikir 

untuk bertanya atau memprotes kebijakan ketua RT tersebut. Dan ada beberapa 

masyarakat menjual kembali beras yang diterima dikarenakan menurut mereka 

beras yang diterima kualitasnya kurang baik. 

 Dengan demikian dalam praktek distribusi Raskin secara merata di 

Desa/Gampong Hulu tidak terdapat unsur kerelaan diantar masing-masing 

pihak, khususnya pihak yang dirugikan yaitu masyarakat miskin. 

Ketidaktahuan dan sikap masyarakat miskin yang menerima keputusan 

Keuchik mengenai haknya tersebut tentu tidak bisa disamakan dengan kerelaan 

mereka untuk berbagi dengan masyarakat yang tidak miskin. Apabila sikap 

masyarakat miskin tersebut dapat dikatakan sebagai kerelaan maka sebenarnya 

kerelaan tersebut hanya bersifat semu karena sebenarnya sikap tersebut 

didasarkan atas ketidaktahuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sikap menerima 

dari masyarakat miskin tentang jumlah dan penerima yang bukan haknya. 

 Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 58 dapat diketahui bahwa salah satu 

prinsip dalam melakukan segala kegiatan ekonomi menurut hukum Islam 

adalah prinsip kerelaan (suka sama suka). Berdasarkan prinsip tersebut, bahwa 

segala kegiatan ekonomi yang terdapat unsur paksaan dilarang untuk 

dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas praktek distribusi Raskin 

secara merata yang terjadi di Desa/Gampong Hulu tidak sesuai dengan hukum 
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Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan, 

Masyarakat yang seharusnya mendapatkan atau menerima Raskin dengan 

jumlah kurang lebih 10-15 Kg setiap KK menjadi berkurang jumlahnya 

menjadi 5 Kg setiap KK dan juga ada masyarakat yang bukan termasuk dalam 

kategori penerima raskin justru mendapatkan Raskin tersebut, karena pada 

dasarnya masyarakat di Desa/Gampong Hulu ketika mendengar ada bantuan 

dari gampong, rata-rata kebanyakan masyarakat mendaftar sebagai penerima 

bantuan/Raskin, lalu dipilih secara acak dari setiap lembaga-lembaga yang 

terkait dengan Raskin tersebut. 

 Jadi dalam perencanaan yang dikatakan tidak maslahah adalah dalam 

tindakan dari Kepala Desa dalam menghimbau Kadus-Kadus untuk mendata 

masyarakat/keluarga miskin yang berhak menerima Raskin tersebut dan juga 

kurangnya pengetahun Kadus-Kadus mengenai peraturan mengenai 

kemiskinan untuk mendata masyarakatnya. 

 Dalam pendistribusian yang dikatakan tidak maslahahnya adalah 

kurang nya keterbukaan pihak-pihak yang bersangkutan dalam pendistribusian 

Raskin ini, membuat masyarakat merasakan adanya ketidak tepat sasaran 

dalam pendistribusian Raskin tersebut, banyak masyarakat yang berhak 

mendapatkan jatah Raskin tersebut tetapi malah tidak mendapatkan jatah 

Raskin tersebut bahkan masyarakat juga ada yang tidak mengetahui sama 

sekali mengenai Raskin ini. 

 Sedangkan dalam pengawasan yang dikatakan tidak maslahahnya 

adalah kurang-nya pengawasan terhadap masalah Raskin ini, sehingga timbul 

masalah dalam penerima, jumlah maupun kualitas beras yang di distribusikan. 

Dalam pengawasan ini sangat penting perannya dalam pendistribusian Raskin 

ini, karena dengan baik-nya dalam pengawasan Raskin ini dapat terjalankan 

program Raskin ini dengan benar, tepat dan juga sesuai dengan peraturan yang 

sudah dibuat oleh pemerintah.
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BAB EMPAT 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraiukan pembahasan-pembahasan diatas maka 

dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Prosedur pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa/Gampong Hulu 

Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dalam pembagian beras 

miskin (Raskin) dibagi rata semua kepala keluarga mendapatkan bantuan 

beras mkiskin (Raskin) baik masyarakat miskin maupun yang tidak miskin. 

Pendistribusian di Desa/Gampong Hulu dari segi kualitasnya masih belum 

baik dan masih banyak masyarakat yang mempertanyakan hal itu. Serta 

pendistribusian yang dilakukan pihak Desa/Gampong Hulu masih belum 

terbuka kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum tau 

mengenai mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pihak kantor 

Keuchik masih kurang dalam mengadakan pertemuan/musyawarah kepada 

masyarakat-nya terutama dalam bidang Raskin ini. Masih banyak 

masyarakat yang berhak menerima Raskin justru tidak mendapatkan hak- 

nya sebagai orang miskin yang bias menerima beras miskin (Raskin). 

Kurangnya sarana untuk pendistribusian Raskin di Desa/Gampong Hulu 

dalam penyaluranya. 

2. Prosedur pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa/Gampong Hulu 

adalah tidak sesuai dengan perspektif fiqh muammalah dalam konseb al-

maslahah, dengan pengambilan beras (Raskin) di Desa/Gampong Hulu 

adalah termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan 

kepentingan/kebutuhan orang lain dalam arti yang lebih berhak 

menerimanya, tidak boleh dan tidak sah pendistribusian Raskin tersebut 

tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan dan kemaslahatan karena 

pemenuhan hak yang seharusnya dan seestinya diutamakan yang lebih 
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berhak menerimanya dan membutuhkanya, sehingga menimbulkan 

kesenjangan maupun kecemburuan sosial terhadap masyarakat yang ada di 

Desa/Gampong Hulu. 

 

B.  Saran 

  Penulis sangat berharap penelitian ini sangat berguna bagi orang yang 

membaca karya tulis ini dan juga sangat berharap kepada masyarakat 

khususnya di Desa/Gampong Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten 

Tapaktuan. 

Saran penulis kepada Kepala Desa. Shearusnya Keuchiknya harus 

sering malakukan pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat nya 

khusus nya mengenai Raskin ini agar masyarakat mengetahui bagaimana 

mekanisme dan bagaimana program Raskin yang telah dibuat oleh 

pemerintah. Kapada Sekretaris Desa. Seharusnya dari SEKDES harus sering 

malakukan tinjauan kepada KADUS-KADUS dalam mendata masyarakat 

miskin di Desa/Gampong Hulu, agar tidak terjadi salah paham dari 

masyarakat. Kepada KADUS. Seharusnya KADUS-KADUS lebih 

memahami dengan peraturan mengenai masyarakat yang tergolong miskin 

atau yang berhak menerima Raskin, agar data yang didapat sesuai dengan 

peraturan yang ada, jadi tidak ada masyarakat yang merasa ada kecurangan 

dari pihak kantor Keuchik. Kepada pihak pemerintah. Seharusnya penulis 

mengharapkan kepada pemerintah agar lebih melihat kinerja dari kantor-

kantor Keuchik yang ada pada Kecamatan Tapaktuan, agar semua terjalankan 

sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan agar tidak ada masyarakat 

yang merasa ada kecurangan dalam kinerja pemerintahan. Hendaknya 

pemerintah merubah kebijakan beras miskin (Raskin) dan bantuan-bantuan 

lainya untuk mengurangi kesenjangan dan ketidak tepatan penerima bantuan 

pada masyarakat agar lebih bermanfaat dan sesuai dengan konsep Islam. 
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